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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu indikasi tercapainya cita-cita nasional dapat diketahui dari kondisi
ketahanan nasional suatu negara. Ketahanan yang dimaksud yaitu kemampuan
untuk dapat menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi sehingga dapat
menjamin program-program yang telah dicanangkan agar dapat tercapai dengan
baik khususnya perihal pembangunan nasional. Sebagai negara yang memiliki
luas daratan mencapai 1.919.440 km? yang terdiri dari 17.504 pulau tentu bukan
perkara mudah bagi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan secara
nasional." Karakteristik wilayah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya
merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam membangun wilayah-
wilayah di Indonesia khususnya di wilayah yang masih jauh dari pusat

pembangunan dan masih terbatasnya

es mobilitas, seperti wilayah Papua.
Provinsi Papua merupakan bagi arijwilayah Indonesia bagian paling timur
yang berbatasan dengan negara tet apPapua New Guinea. Secara historis
wilayah Papua sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak tahun 1969 dengan
digelarnya Penentuan Pendapat Rakyat’(Pepera) yang menghasilkan pernyataan
sikap masyarakat Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia dimana salah
satu keinginannya mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Namun demikian
dalam perjalanannya justru wilayah Papua dinilai cukup tertinggal karena masih
terdapat berbaiai ketimpangarpogle\d%i)p/,s{s‘{l’ﬁolitik, ekonomi, sosial-budaya dan

ﬁg’]\éyﬂq%dikan Papua sebaggﬂﬁvnﬁ%ﬁ\{é}]g mefnbutuhkan

penanganan—khusus agar tidak semakin tertinggal dengam—witayah-wilayah

sebagainya se

lainnya. Melihat kondisi yang demikian, pemerintah terus berupaya melakukan
berbagai langkah konstruktif salah satunya tertuang di dalam Instruksi Presiden
(Inpres) No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembagunan Kesejahteraan di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang pada intinya mengatasi
ketertinggalan wilayah Indonesia timur tersebut.

' Detik, Luas Wilayah Indonesia Lengkap Daratan dan Lautan, 20 November 2020, tersedia di
https://travel.detik.com/travel-news/d-5262317/luas-wilayah-indonesia-lengkap-daratan-dan-lautan,
diakses pada 8 Februari 2022, pukul 21.34 WIB.



Jika dilihat secara hierarki perihal pembangunan di tanah Papua didasarkan
pada RPJP tahun 2005-2025 di “poin pembangunan daerah”, yaitu pembangunan
diarahkan untuk dapat menyejahterahkan seluruh masyarakat pada tiap-tiap
daerah sehingga dapat menekan kesenjangan yang terjadi terutama wilayah luar
pulau Jawa.? Lebih lanjut dalam Permen PPN/Bappenas No. 11 tahun 2020
tentang Renstra tahun 2020-2024 dimana pada salah satu sasaran strategis yang
hendak dicapai yaitu terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan nasional.®> Regulasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Perda
No. 3 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 sebagai
pedoman atas program-program yang akan dijalankan Pemda untuk mencapai
tujuan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dimana Daerah diberikan kewenangan dalam mengelola
wilayahnya sebagai bentuk Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.*

Namun demikian kewenangan Pemda, Papua dalam mengelola wilayah
ternyata belum mampu mendorong perLepatan pembangunan di Papua. Justru
pembangunan yang dilakukan |terkesan jalan ditempat karena belum baiknya
perencanaan pembangunan yang.dirancang:/ Hal ini dapat terlihat pada laporan
Kodam XVII/Cenderawasih terdapat”berbagai pembangunan yang telah
dilaksanakan namun tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.° Padahal untuk
mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah
telah memperpanjang dana Otsus terus hlngga 2041 dimana alokasi dana yang
meningkat di tahun 2022 mencapan 8‘5 trll“l‘Un sedangkantanun. 2021 hanya 7,6
triliun.8 Kondisi 'ini meAurﬁukkan pahwa perencanéaﬂﬂemblangunan Papua belum

optimal sehingga tujuan yang diharapkan pun belum tercapai.

2 RPJP Kementerian PPN/Bappenas. Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun
2005-2025. Halaman 34.

3 Lihat penjelasan Permen PPN/Bappenas No. 11 tahun 2020 tentang Renstra tahun 2020-2024.

4 UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 6.

5 Laporan Komando Daerah Militer XVIlI/Kasuari Staf Perencanaan Data Bangunan Yang
Dibangun Oleh Pemerintah Dan Belum Difungsikan Di Wilayah Kodam XVIII/Kasuari tahun 2021.

6 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/17 [fokus-percepatan-pembangunan-dana-
otsus-papua-meningkat, diakses 30 Januari 2022 pukul 22.21 WIB.



Gambar 1.1: Dana Otsus Papua
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Berdasarkan hal diatas maka_d: ipahami bahwa tidak optimalnya

ena belum baiknya sinergi antar

terjerat kasus korupsi.” Hal ini memperlihatkan bahwa Otda sangat berpotensi
terjadinya tindakan korupsi jika tidak dirancang secara baik. Padahal jika melihat

pembangunan yang dilaksanakan di beberapa daerah, ternyata Pemerintah Pusat

mampu

mewujudkan pembangunan yang diharapkan. Sedangkan Pemda dalam konteks
ini tetap dilibatkan dalam proses pembangunan yang dijalankan.

Jika K/L terkait mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik tentu akan
berdampak pada tercapainya percepatan pembangunan khususnya di wilayah
Papua. Namun sangat disayangkan karena belum baiknya sinergi antar
pemangku kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan di Papua

menyebabkan perencanaan pembangunan di Papua belum holistik. Adapun

7 Fabio Maria Lopes Costa dalam https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/27/33-orang-
jadi-tersangka-korupsi-di-papua-sepanjang-2021, diakses 31 Januari 2022 pukul 17.00 WIB.



beberapa persoalan lain juga perlu menjadi perhatian yakni pembangunan hanya
diartikan pada lingkup fisik atau infrastruktur.® Padahal sebagaimana diketahui
pembangunan khususnya di wilayah Papua tidak hanya berkaitan dengan
pembangunan fisik tetapi juga non fisik, khususnya peningkatan kualitas SDM.
Sejauh ini, kualitas SDM di wilayah Papua dapat dikatakan cukup tertinggal jika
dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainya sehingga kehadiran/migrasi
masyarakat dari daerah lain di Papua menjadikan masyarakat Papua (Orang Asli
Papua/OAP) rentan dieksploitasi dan kalah saing dalam mendapatkan pekerjaan
yang membutuhkan pra-syarat tingkat pendidikan tertentu. Selain itu, banyaknya
penolakan pembangunan infrastruktur dan kehadiran dari masyarakat non-Papua
ke wilayah Papua dikarenakan adanya perbedaan nilai dan budaya yang
signifikan dengan yang dianut masyarakat Papua, sementara kebanyakan
masyarakat Papua belum terbekali secara matang untuk menerima/mentolerir
kehadiran budaya dan nilai-nilai asing. Sehingga persoalan terkait kualitas SDM
perlu menjadi perhatian serius dalam merencanakan program pembangunan di
Wilayah Papua. Kemudian persoalan Iailjnya berkenaan masih tingginya ancaman
dari kelompok-kelompok separatis yang kerap kali mengganggu ketentraman dan
keamanan wilayah Papua sehingga berdampak pada instabilitas nasional dan
menjadi tantangan untuk melakukan”pembangunan daerah secara jangka
panjang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan terdapat beberapa
permasalahan perencanaan pembangunan di Papua yang meliputi: (1)
Kewenangan_ Pemda-Papua daiam méﬁgelg‘la W|Iayah belum mampu mendorong
percepatan di Wﬂaya@w ﬁépua hal ini dlantaranyé k&rena belum terbangunnya
sinergi yang-baik diantara pemangku kepentingan di Papua sehingga rawan akan
penyalahgunaan wewenang, (2) Pembangunan masih hanya diartikan dalam
lingkup fisik dan infrastruktur, belum menyentuh pembangunan kualitas SDM, (3)
Masih tingginya ancaman dari kelompok separatis dan konflik bersenjata sehingga
menjadi tantangan untuk melakukan pembangunan jangka panjang. Dari
persolan-peroalan tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaiji lebih lanjut

yang dituangkan dalam sebuah judul “Optimalisasi Perencanaan Pembangunan

8 Mohammad Bernie dalam https://tirto.id/masalah-papua-tak-selesai-cuma-dengan-membangun-
jalan-eglLa, diakses 26 Januari 2022 pukul 23.21 WIB.



Papua Guna meningkatkan Ketahanan Nasional”. Hal ini menjadi penting karena
pada dasarnya perencanaan dalam sebuah pembangunan merupakan proses
awal yang perlu dibangun dengan sangat baik agar upaya pembangunan tersebut
memiliki dampak strategis khususnya dalam mewujudkan ketahanan nasional.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang
timbul dalam Taskap ini adalah “Bagaimana mengoptimalkan Perencanaan
Pembangunan Papua Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional?”. Adapun
rumusan masalah tersebut diuraikan ke dalam tiga pertanyaan kajian yang akan
dibahas dalam penulisan Taskap ini, yaitu:

a. Bagaimana perencanaan pembangunan di Papua saat ini?

b. Bagaimana membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam

perencanaan pembangunan di Papua?
c. Bagaimana perencanaan pembangunan di Papua yang holistik guna

menjaga ketahanan nasional?

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Secara umum makstd penulisan taskap ini yaitu memberikan
gambaran dan menganalisis berbagai permasalahan mengenai
perencanaan pembangunan di Papua, serta upaya membangun

perencanaan pembangunan d| Papua yang holistik guna meningkatkan

ketahanan nasierial | .
b. Tu1uan Tagk\ap iAi_bertujuan untuk dutadtkén “sebagal pepngembangan
pengeétahuan sekaligus bagian masukan konseptual-maupun strategis
kepada para pemangku kebijakan terkait perencanaan pembangunan di

Papua yang holistik.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan
a. Ruang Lingkup. Taskap ini berfokus pada optimalisasi perencanaan
pembangunan, yang diuraikan dalam ruang lingkup: perencanaan

pembangunan di Papua saat ini, sinergi yang terbangun dalam



perencanaan pembangunan di Papua serta perencanaan pembangunan

di Papua yang holistik guna menjaga ketahanan nasional.

Sistematika penulisan. Dalam penyusunan Taskap ini sistematika

penulisan mengacu pada ketentuan Juknis Taskap Lemhannas tahun

2022 yang dituangkan kedalam sistematika penulisan sebagai berikut:

1) Bab | Pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan berbagai
gambaran perihal perencanaan pembangunan di wilayah Papua,
dimana dalam perkembangannya kerap kali menghadapi berbagai
persoalan sehingga menghambat terwujudnya cita-cita nasional.
Bab ini juga menjelasakan maksud dan tujuan, ruang lingkup
penelitian dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang
digunakan, serta beberapa pengertian yang berkaitan dengan
penelitian.

2) Bab Il Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat dasar-dasar pemikiran
penulis, yang diguna sebagai landasan dalam penyusunan
Taskap, yaitu: peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis,
dan referensi lainnya'y. berkaitan dengan analisis tulisan ini.

3) Bab lll Pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran
subyek penelitian, hastfanalisis data dan pembahasan penelitian
yang meliputi perencanaan Pembangunan di Papua, sinergi antar
pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan dan

perencanaan pembalrigﬁnﬁ] di-Papua yang holistik guna menjaga

ketahanan nasiae\{l“ MA Vv
o | VAR AGD. Bab ini BeldAMBERYAL késeluruhan

pembahasan dan rekomendasi penulis terhadap kebijakan
strategis mengenai variabel-variabel pembahasan.

5. Metode dan Pendekatan

a.

Metode. Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif.
Pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta dalam metode
didasarkan pada pengalaman empiris penulis, penelitian literatur (studi
kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.



Pendekatan. Dalam penulisannya Taskap ini menggunakan
pendekatan ketahanan nasional, mengkaji teori dengan analisis multi
disiplin ilmu sesuai kerangka teoritis serta landasan hukum/regulasi
yang relevan dengan variabel penelitian.

6. Pengertian

a.

Pembangunan Nasional.

Serangkaian langkah-langkah strategis yang berkesinambungan dalam
mewujudkan cita-cita nasional. Dalam pembangunan nasional pada
dasarnya memiliki lingkup yang kompleks sehingga memerlukan upaya-
upaya terukur agar langkah yang diambil mampu memberikan dampak
positif dan mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.’
Program Pembangunan Nasional (PROGBANGNAS). Rancangan
kegiatan nasional untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia
dalam berbagai aspék k upah sehingga mampu mewujudkan
keadilan, kesejahterahan n 'keamanan.’® Sementara, Program
Pembangunan Dearah OGBANGDA) merupakan rancangan
kegiatan pada lingkup daer. ang/didasarkan atas program nasional."!
Ketahanan Nasional.

Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi komponen-komponen
sistem nasional yang digerakkan menuju pencapaian tujuan nasional

atas berbagai tantangan, man;-hambatan dan gangguan yang
ada-*?

Sistgrﬁlwalﬂéw@n Nasional (Sismenrr}gés)l\]GRVA

Suatu perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi, dan proses yang pada

hakikatnya merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan

9 Irawan Abdullah, 2010, Berpihak Pada Manusia: Paradigma Nasional, Pembangunan Indonesia
Baru, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

" Forum Peneliti Aceh. 2013. PANDUAN Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah,
CPDA, FPA, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Bappeda Provinsi Aceh.

2 Lemhanas RI. 2022. Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. Jakarta:
Lemhanas RI.



(ekonomis), efisien, dan efektif sebesar mungkin dalam menggunakan
sumber daya nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.?

e. Integrasi.
Proses penyatuan atas berbagai elemen berbeda sehingga menjadi
kesatuan utuh. Proses penyatuan tersebut mencakup beberapa
tahapan, diantaranya integrasi interpersonal, sosial dan budaya.'

f. Kerjasama.
Suatu proses yang dijalankan secara berkelompok dimana satu sama
lain saling mendukung dan menjalankan perannya masing-masing
sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sehingga mampu mencapai
tujuan bersama.’®

g. Optimalisasi.
Optimalisasi merupakan proses/usaha mengalokasikan sumber daya
yang dimiliki untuk meningkatkan efektivitas suatu sistem, seperti
mengurangi biaya dan waktu | proses, meningkatkan keuntungan, dan

sebagainya.’®

3 Lemhanas RI. 2022. Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional. Jakarta: Lemhanas RI.

4 Soejono Soekanto. 1983. Kamus Sosiologi. Jakarta: Rajawali Press.

'S Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson. 2014. Contextual Teaching Learning. Jakarta: Kaifa.

6 Sudaryantho Dannyanti. 2018. Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan Metode PERT dan
CPM (Studi Kasus Twin Tower Building Pasca Sarjana UNDIP), Disertasi, Universitas Diponegoro.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Pada bagian ini menjelaskan perihal tinjauan peraturan dan

perundang-undangan, serta tinjauan pustaka yang memiliki relevansi

dengan variabel penelitian yang akan digunakan. Sub-bab kerangka teori

dalam penelitian ini terdiri dari teori dan konsep yang relevan dengan

pokok bahasan untuk menjawab pokok-pokok persoalan. Sedangkan Sub-

bab tinjauan peraturan dan perundang-undangan digunakan sebagai

landasan untuk memahami kebijakan dalam konteks variabel penelitian.

Sementara Sub-bab tinjauan pustaka terdiri dari beberapa dokumen dan

laporan sebagai data empiris dan landasan hukum untuk menguatkan

fakta pada penelitian ini.

8. Peraturan Perundang-undangan.

a.

Undang-Undang Rl omor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah. Pasal 10 ayat 1 menjelaskan Pemda
memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sesuai
dengan UU yang berlaku. Lebih lanjut ayat 2 menjelaskan
Pemda menjalankan otonomi sesuai dengan aturan yang ada.

Untuk itu pemisgiah Reuigieaoan antara pusat dan daerah

e ﬁnp?paml dengan baik agqi‘{rmgtﬂgqgr[’m‘g@gpat dijglankan

dengarni sebaik-baiknya dalam upaya-mempercepat terwujudnya
pembangunan nasional. Sebagaimana hal ini diperuntukkan
dalam memajukan pembangunan di Papua dimana pembagian
kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah menjadi salah
satu unsur yang perlu dipahami dan diatur dengan baik dengan
mengacu pada regulasi yang ada.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 1 ayat 2

dijelaskan pembangunan nasional merupakan upaya yang
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dilakukan secara kolektif oleh segenap komponen bangsa
dalam mewujudkan cita-cita bersama. Kemudian pada ayat 2
pasal 1 diterangkan sistem perencanaan pembangunan
nasional terbagi atas beberapa skala waktu, yaitu jangka
pendek, menengah dan panjang dimana hal tersebut
dilaksanakan oleh penyelenggara negara baik tingkat daerah
maupu pusat dengan melibatkan masyarakat dalam mencapai
tujuan bersama. Regulasi ini memberikan pemahaman bahwa di
dalam mewujudkan pembangunan khusus di Papua tentu
membutuhkan perencanaan yang baik sehingga diperlukan
upaya-upaya terukur melalui perencanaan agar mampu
mencapai tujuan yang diharapkan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Regulasi ini menjelaskan RRJF Nasional dibuat sebagai bagian

dari perencanaan pe ngunan dalam kurun waktu 20 tahun.

RPJP Nasional merupakan hagian yang perlu dipahami dengan
baik karena menjadi acuan di‘dalam penyusunan RPJP Daerah
baik visi, misi dan aral*Pembangunan Jangka Panjang Daerah
sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 ayat 1. Perencanaan
jangka panjang tersebut menjadi hal yang perlu dirancang
dengan baik khustsn aRoada kenteks ini terkait dengan rencana
hingga—2045 ‘ag[\am g\e/,n%é%gunan Papua:~ Perencanaan
Tﬁaﬁiﬂﬁ'\l&cara berjangka anlAhiﬁhatv '%fektivitas dari
perencanaan yang dibuat dalam mewujudkan— cita-cita
pembangunan nasional.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pasal 4
ayat 1 menjelaskan perihal kewenangan Pemerintah Papua
yang terbatas pada lingkup politik luar negeri, moneter, agama

dan peradilan serta kewenangan bidang lainnya yang telah
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diatur pada PP. Regulasi ini perlu dipahami agar dapat diketahui
batasan-batasan Pemda Papua dalam pengelolaan wilayahnya.
UU ini secara khusus dirancang dalam mempercepat
pembangunan khususnya di wilayah Papua, dimana hal
tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden dalam
pembangunan Indonesia Timur salah satunya wilayah Papua.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2021 Tentang
Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua. Pasal 1 ayat 5 menjelaskan
kewenangan Pemda Papua yang diberikan kewenangan dalam
menentukan kebijakan dimana hal tersebut dilaksanakan
sebagai penyelenggaran pemerintahan. Kewenangan yang
diberikan tersebut merupakan bagian dari implementasi otonomi
daerah untuk  mempercepat tercapainya pembangunan

nasional. Regulasi ini t Kaitannya dengan penyelenggaraan

pemerintahan kKhusu tingkat di daerah Papua yang

menitikberatkan | pad kewenangan dalam menentukan

kebijakan dalam mem epat pencapaian tujuan nasional.
Nomor 18 Tahun 2020 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-

Peraturan Presiden

2024. Pasal 1 ayat 1 menekankan bahwa RPJMN merupakan
sebuah perencanaan yﬁnﬁ,dibuat sebagai acuan untuk 5 tahun
kKedepan (2020@&4%. Daléwnfqpenyusunann{//a pada pasal 3
T&%ﬁ%ana Pemda dan K/MM%%@ Kan konsultasi
dan koordinasi dengan Menteri terkait. Sebagaimana diketahui
bahwa pembangunan nasional memerlukan perencanaan yang
matang, terukur dan jelas. Karenanya dibutuhkan perencanaan
berjangka, utamanya pada konteks ini terkait dengan jangka
menengah dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan
keterlibatan berbagai pihak seperti K/L terkait serta pihak-pihak
lainnya yang dapat mendukung tercapainya tujuan nasional.
Regulasi ini merupakan skema pada tingkat nasional yang
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kemudian diterjemahkan dalam lingkup daerah khususnya di
wilayah Papua.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di
Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat. Aturan ini
merupakan langkah strategis yang diambil dalam mempercepat
pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Keseriusan
ini ditunjukkan dengan mengerahkan K/L untuk lebih berperan
aktif didalam mendukung pembangunan wilayah tersebut
sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu
kebijakan khususnya ini hendaknya perlu dipahami secara baik
karena dapat menjadi landasan dalam mewujudkan
kesejahteraan Papua dengan berbagai sumber daya yang ada
di wilayah tersebut.
Keputusan Presiden Rl Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tim
Koordinasi Terpale Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat.
Pembentukan tim'koordinasi terpadu percepatan pembangunan
kesejahteraan khususaya-di Provinsi Papua dan Papua Barat
seperti dijelaskan pada pasal 2 merupakan salah satu upaya
yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Papua yang
maju, sejahtera,~damal dan bermartabat dimana tim tersebut

AHAR VFUL A
terdm atas Dewa“n\Pengarah d&n Tim Pelaksana Tim khusus ini

\f;\

merﬁnML’r Hénah strategis di dalam M@vuﬂfdkan pembangunan di
wilayah Papua dengan pembagian tugas “sesuai” dengan
kewenangannya yang telah diatur.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2019-2023. RPJMD dalam konteks ini fokus
pada pembangunan wilayah Papua untuk tahun 2019-2023
dimana penyusunannya didasarkan pada partisipatif, akuntabel,
transparan, berkeadilan dan sebagainya dengan
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mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung
tercapainya pembangunan daerah khususnya di Papua. Untuk
itu aturan terkait dengan pembangunan jangka menengah yang
diperuntukkan pada wilayah Papua perlu menjadi perhatian bagi
para pemangku kepentingan agar dapat dijadikan landasan
dalam mencapai terwujudnya pembangunan daerah khususnya

Papua.

9. Kerangka Teoritis.
a. Tinjauan Teori-teori
1) Teori Kebijakan.
Dunn (2003) menjelaskan istilah kebijakan merupakan
serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana dan

didasarkan pada analisis  kritis untuk  memecahkan

permasalahan yang d api.-Pada konteks bernegara, istilah

kebijakan kerap kali unakan oleh pemerintah di dalam

mengambil keputusa angw berorientasi pada kepentingan

masyarakat luas:. Untuk itu dalam memaknai kebijakan
memerlukan berbagai“pemahaman yang komprehensif terkait
berbagai unsur yang ada karena sebagaimana dipahami aspek-
aspek tersebut saling mempengaruhi sehingga diperlukan
telaah yang baik agar keb akan_yang diambil sesuai dengan
Auan yang dlpdrapkan ba é%n hat-ini ke\)akan dipandang
perN%M@kan untuk membanWHeGencaéan yang baik
Khusususnya wilayah Papua dengan mengoptimatkan segala
potensi yang ada di wilayah tersebut agar mampu mempercepat

tercapainya pembangunan.

2) Teori Pembangunan.
Mengacu pada teori yang dikemukakan Arief Budiman.
(1995) dalam bukunya “Teori Pembangunan Dunia Ketiga”,

pembangunan pada dasarnya memiliki makna yang dinamis,
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untuk itu dibutuhkan pemahaman yang komprehensif agar
istilah pembangunan tidak diartikan secara parsial. Adapun teori
pembangunan yang digunakan dalam hal ini yaitu
pembangunan dunia ketiga, dimana teori ini berusaha
menyelesaikan berbagai persoalan yang ada pada negara-
negara di dunia khususnya negara berkembang seperti
Indonesia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, IPTEK dan
pertahanan negara-negara maju. Terkait dengan hal tersebut
maka teori modernisasi merupakan teori yang menekankan
bahwa faktor manusia dan nilai-nilai budaya sebagai persoalan
dalam pembangunan. Lebih lanjut teori modernisasi
memandang bahwa negara-negara miskin ataupun berkembang
membutuhkan bantuan dari negara-negara maju untuk

mempercepat pembangunan seperti keuangan, pendidikan dan

teknologi. Jika befkac da konteks Indonesia dimana memiliki

kekayaan alam namun belum mampu dimanfaatkan maka dapat
diketahui bahwa!lndo a helum mampu keluar dari persoalan
internal bangsa.". B sarkan hal tersebut, maka teori
pembangunan menjadi~penting diperlukan terlebih dalam
pembangunan daerah Papua agar mampu terwujud pemerataan

dan pada akhirnya mendukung tercapainya ketahanan nasional.

b. ~Tinjauan KonsQ:H ARM MA
T‘& Métan Perencanaan Pm%glﬁl\a/rﬁntegratif

Alexader Abe (2002) dalam bukunya—Perencanaan
Daerah Partisipatif’ menjelaskan pendekatan perencanaan
pembangunan integratif menekankan pada menyatukan
berbagai unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan pada
suatu proses untuk mendukung kebijakan pencapaian
pembangunan. Penjelasan ini memberikan pemahaman bahwa
pendekatan ini menitikberatkan pada bangunan sinergi yang
diarahkan agar mendapatkan keluaran yang sesuai diharapkan.
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Melalui pendekatan perencanaan pembangunan intregratif
khususnya yang diperuntukkan pada pembangunan wilayah
Papua tentu perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya terutama
berkenaan dengan jalinan sinergi serta keterpaduan program
terhadap pencapaian tujuan tertentu.

2) Pendekatan Perencanaan Pembangunan Holistik
Dalam sebuah perencanaan pada dasarnya perlu
dilakukan pemahaman yang komprehensif agar membantu
mencapai suatu tujuan. Pada konteks tersebut, maka
perencaaan perlu menerapkan pendekatan holistik terlebih
dalam lingkup merencanakan pembangunan. Pendekatan
perencanaan pembangunan holistik merupakan sebuah upaya

terukur dalam mencapai tujuan dengan mengutamakan skala

prioritas atas program-program yang dilaksanakan dengan

didukung oleh kerjasama| K/ yang pihak-pihak terkait lainnya."”
Mengacu pada! urai tersebut, pendekatan perencanaan
pembangunan holistik khususnya terkait dengan Papua perlu

dipahami  secara prehensif  dengan  menekankan
keterpaduan bagian-bagian terkait sehingga perencanaan yang
diibangun mampu mencapai tujuan yang diharapkan khususnya

dalam perspektif-ketahanan nasianal.

TﬁNHW Pembangunan NaMGRVA

Dalam lingkup Indonesia, program pembangunar nasional
(Probangnas) merupakan penjabaran atas konstitusi yaitu UUD
1945 yang kemudian dirumuskan dalam bentuk visi, misi, dan
arah pembangunan nasional dengan menjadikan Pancasila
sebagai dasar, pedoman, dan tujuannya. Upaya pembangunan
nasional secara garis besar diimplementasikan melalui RJPN,

7 Ibid.
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dimana di dalamnya terdapat beberapa tahap RJMN.'8
Probangnas yang di implementasikan merupakan pedoman
bagi K/L pemerintah dalam menyusun rencana strategisnya
(Renstra K/L) serta menjadi bahan pertimbangan bagi
pemerintah daerah dalam menyusun dan menyesuaikan
rencana pembangunan di daerahnya.'® Dalam penelitian ini,
konsep Probangnas  digunakan untuk  menganalisa
perencanaan pembangunan wilayah Papua sehingga mampu
mewujudkan ketahanan nasional. Untuk Probangnas yang
dibangun perlu memperhatikan aspek-aspek terkait agar
program yang disusun visioner dan mampu diimplementasikan

dengan baik dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

4) Ketahanan Nasional.

Ketahanan <Nasional atau Tannas merupakan kondisi
ketangguhan dan keuletan| suatu bangsa, yang ditunjukkan
dengan kemampuan embangkan kekuatan nasional dalam
rangka mengatasi d menghadapi ancaman, hambatan,
tantangan, dan gangg (ATHG), baik yang berasal dari dalam
maupun luar negeri yang berpotensi membahayakan stabilitas
nasional.?°

Sebagai sebuah sisiem;-ketahanan nasional mempunyai
beragam kar(:;&?e\'r‘n‘slt)i\k§ ,g\gM'qyang salng  terkoneksi dan
—];)/-e\rmgélrgkbl%atu sama lain. Sesugﬂﬁéﬂ&n }Jleﬂr\tuk dafi NKRI,
Setiap wilayah memiliki kandungan aspek™irigatra, vyaitu:
geografi, demografi, dan SKA sebagai gatra statis. Terdapat
pula Pancagatra yang menjadi pilar Tannas vyaitu ideologi,
politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan.

'8 Pemerintah RI, Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN.

% Kementerian PPN/Bappenas, 16 Juli 2017, Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan,
tersedia di https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-
perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-
2025/rpjmn-2015-2019/ diakses 13 Maret 2022 pukul 12:12 WIB.

20 | oc., Cit., Lemhanas RI.
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Setiap gatra tersebut akan bersifat dinamis dan memilki tingkat
ketahanan yang berbeda-beda tergantung dari pembinaannya.
Dimana dalam setiap ketangguhan gatra tersebut akan

mendukung perwujudan tujuan negara dan cita-cita nasional.?'

Gambar 2.1: Skema Konsep Ketahanan Nasional

GEOPOL GEOSTRAT

OUTERSETTING

) LUHUR BANGSA

INNERSETTING

(sumber: diolah peneliti, 2022)

__ Konsep ke‘tyw#qR I}AM;qal dalam hal ini perlu dipahami
| Tlieag g Erena mencal{@pMﬂWVme‘kwkghidupan
——  \<Sehingga—mampu mendukung térvvujudnyéﬁpferhbaﬁgunan di
7 ‘wilayah Papua. Untuk itu maka segala sumber ;Ia;/a yang ada

perlu dioptimalkan agar mampu mendukung tercapainya

pembangunan di Papua.

5) Sistem Manajemen Nasional.
Sistem manajemen nasional atau disingkat Sismennas

merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan nasional melalui

2! Ibid.
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perpaduan tata nilai, struktur, proses, dan fungsi yang
merupakan himpunan dari usaha guna mencapai aspek
ekonomis (kehematan), efisiensi (daya guna), dan efektivitas
(hasil guna) semaksimal mungkin dengan cara pemanfaatan
segala sumber daya dan sumber dana nasional. Keseluruhan
proses yang memerlukan perlibatan pengambilan keputusan
dan kewenangan disebut dengan sistem manajemen nasional.??
Dalam konteks penelitian ini, Sismennas akan difokuskan pada
kebijakan dan program atas perencanaan pembangunan
wilayah Papua dalam mewujudkan Tannas. Melalui Sismennas
dapat membantu dalam membangun wilayah Papua dengan
mekanisme yang terukur dan terencana dimana hal tersebut

sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan nasional.

10. Data dan Fakta.

Taskap ini berfokus pada isi-dan upaya dalam mengoptimalkan
perencanaan pembangunan uageguna meningkatkan ketahanan
nasional yang didasari beragam data dan fakia terkait wilayah Papua dan
perencanaan pembangunanya, puti:

a. Kondisi pembanguan Provinsi Papua

Beberapa indikator atas pembangunan daerah dapat terlihat
pada pendidikan, kesehaian, sarama_prasarana penunjang, hingga
indeks kompositnyaD ‘é‘ejpgu&hmirlnv,uhalam sepulUh ~tahun terakhir
pem—gé\rBU#ﬁNi&/ilayah Papua belum MAN@ﬁgﬂemajuan yang
signfikan dimana indikator pembangunnya jika dilihat-secara rata-
rata cenderung berada pada peringkat relatif rendah jika

dibandingkan dengan capaian pembangunan daerah-daerah lain di

Indonesia. Bahkan, apabila mengacu pada data yang diambil dari

The World Bank dan BPS pada tabel dibawah ini, beberapa capaian

22 Lemhannas RI. 2022. Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional. Jakarta: Lemhannas.
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pembangunan justru lebih rendah jika dilakukan perbandingan

dengan sebelum era otonomi khusus atau Otsus.?

Gambar 2.2: Peringkat Indikator Capaian Pembangunan Provinsi
Papua dan Papua Barat

Indikator

Provinsi

1996’

1999’

2006

2009

2016

2019

Papua . . 33dari33 33dari33 34dari34 34dari34
IPM PapuaBarat 2> 4426 25dari26 040533 30dari33 33dari34 33 dari34
PDRB per Papua . . 8dari 33 8dari33  7dari34  11dari34
kapita Papua Barat 5 dari 26 4 dari 26 7 dari 33 5dari 33 6 dari 34 6 dari 34
AKses Papua . . 32dari33 33dari33 33dari33 -
Listrik PapuaBarat 2> 4ari26  25dari26 oy i9s 3idari33 31dari33
AKses Papua . . 27dari33  31dari33 31dari33 -
Sanitasi Papua Barat 24 dari26 Jgilari26 29dari33  23dari33 25dari33
AKses Air Papua . . 31dari33 32dari33 32dari33
Bersih PapuaBarat 10 4ari26  21dari26 oo 633 29dari33  24.dari33
APM (SMA Papua . . 31dari33  30dari33 34dari34 34dari34
sederajat)  PapuaBarat 204126 2Ldari26 oo a3 19dari33 16dari34 15 dari 34
% Kelahiran Papua 25dari33  29dari33 34dari34
ari 2 9 dari 2
°lel;l:§;‘saga Papua Barat 21126 A9dari26 o033 26dari33 26 dari34

Sumber: Fatahillah, TN,

anda, C. F., & Prasetyia, F., 2021

tabel

signifikan setalah diaplikasi

Mengacu pada ebut,

nya otonomi

menunjukkan capaian yang
khusus masih belum
optimal. Idealnya, Pemda Pa yang diberikan kewenangan melalui
Otsus dalam menentukan kebijakan dimana sebagai penyelenggaran
pemerintahan dapat mempercepat tercapainya pembangunann daerah
Papua. Regulasi Otsus seharusnya mempermudah Pemda Papua
menentukan kebijakan dalam__mempercepat pencapaian
nasional. Namun keny@a\e\rﬁ\ﬁ M)MM dibandingkan dengan provinsi

lainnyérAMHﬁﬁrp tahun-tahun sebe|m¥@GRé16Agaimana yang

tergambarkan tabel” diatas) masih belumi—dapat dikatakan terdapat

tujuan

peningkatan. Mulai dari IPM, PDRB, hingga akses ke fasilitas dasar
Papua dan Papua Barat masih cenderung berada pada peringkat akhir
dibanding Provinsi lainnya yang tidak memiliki kewenangan Otsus.

23 Fatahillah, T. N., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Dana otonomi khusus Papua,
tingkat pembangunan daerah, dan kapasitas pajak. Indonesian Treasury Review: Jurnal
Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 6(4), 345-359.
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b. SDM

Dalam konteks perkembangan SDM masyarakat Papua dapat
dikatakan cukup tertinggal dengan daerah Indonesia lainnya.
Mengacu pada data Indikator Capaian Pembangunan Provinsi,
peringkat pendidikan (dengan indikator lulusan SMA terbanyak) baik
dari Provinsi Papua dan Papua Barat masih diperingkat ke 34 dan
30. Secara lebih luas, untuk melihat SDM Papua maka perlu dilihat
Indek Pembangunan Manusianya/IPM. Komposit dari IPM yang
dijadikan indicator adalah terpenuhinya aspek-aspek dasar
kehidupan manusia, yang mencangkup: (1) umur panjang dan hidup
sehat; (2) pengetahuan; dan (3) standar hidup layak. IPM ini dapat
dijadikan standar untuk mengukur SDM Papua karena menjelaskan
bagaimana masyarakat Papua terhadap akses akan hasil
pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
pendidikan, dan sebagainy

Pada tahun 2020, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

telah berhasil mengalami’p gkatan dan masuk ke dalam kategori
provinsi dengan |PM. sedeng,” meskipun jika dilihat secara
keseluruhan kedua provin rsebut masih berada pada peringkat
terbawah di antara provinsi-provinsi di Indonesia lainnya. Untuk
melihat sejauh mana upaya peningkatan SDM Papua maka dapat
dilihat implementasi dari In%es No-9 tahun 2020 dijelaskan bahwa
program —prioritas pe\'r%éintam %ua yaknt— Derkaitan dengan
pemEé%”#ﬁNT%nusia. Sejauh ini pMNt%Rt\e/r%ah melakukan
bebefapa program prioritas untuk pengembangan—SbiW Papua,
seperti:

1) Pendidikan, melalui program Papua Pintar, yang
membutuhkan dukungan dari perguruan tinggi seperti
Universitas Cenderawasih saat ini difokuskan sebagai
Think Tank dalam membangun manusia Papua yang
lebih baik.
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2) Program Papua Sehat merupakan salah satu solusi atas
permasalahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Hal ini diharapkan untuk membantu mengurangi angka

stunting.

c. Infrastruktur

Dari segi infrastruktur, Papua memang masih mengalami
ketertinggalan yang signifikan. Langkah ini bertujuan agar mampu
meningkatkan kesejahteraan sehingga mampu bersaing dengan
wilayah-wilayah lainnya. Secara umum terdapat tujuh sektor strategis
yang menjadi program quick wins 2021-2022 untuk membangun
kesejahteraan masyarakat Papua:?*

1)  Program Papua Mandiri merupakan bentuk
pengembangan keunggulan yang dimiliki mencakup
daerah wigata pengembangan usaha masyarakat
Papua.

2)  Program Papua sambung sebagai upaya membangun
jaringan - kemu si. /di Papua sehingga mampu
membantu - masyarakat di dalam komunikasi dan
transportasi yang pada akhirnya mampu memberikan
dampak positif terhadap kemajuan wilayah tersebut.

3) Program Papua Terang merupakan langkah strategis
yang dllaQJ\:‘an pemenfﬂeh dalam memberlkan akses
I15"9«1[§\|Iés,eluruh wilayah PapMAINQmplng itu largkah ini
sebagai bagian di dalam mengembangkan energi
terbarukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam
mendukung percepatan pembangunan daerah.

4) Program Papua Berkarya merupakan bagian dari upaya
pemerintah dalam memajukan manusia Papua agar dapat
berkarya khususnya di industri nasional.

2 https://mediaindonesia.com/humaniora/413701/wapres-janjikan-7-program-prioritas-
dalam-pembangunan-papua, diakses 11 April 2022 pukul 19.25 WIB.
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5) Program Papua Bangga terkait

dengan

yang

memperkenalkan aspek sosial-budaya yang ada di

wilayah Papua sehingga tidak hanya menjadi ciri khas

tanah Papua namun juga sebagai
membangun wilayah.

Secara garis besar, dalam kurun waktu

kekuatan dalam

2020-2024,

perencanaan pembangunan wilayah Papua akan berfokus pada

infrastruktur dan perekonomian masyarakat, dengan target
pembangunan sebagai berikut:?®
Gambar 2.3 Target Pembangunan 2020-2024
[ Rp76,5 ] LRp927 \ | Rp104T| ' Rp117,5 [Rp132,8l
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v/ N
Laju
- 50’ 7.70 pertumbuhan
4,70 5,80 6 Tbd 4 ekonomi
’ 2,90 2 2,90 2,50 2,30
A Nt s
2020 = 2021\ 2 )4 2023 2024 | (ooiinan
4N - '
" Rp23,8 | . Rp30,T Rp339 .
triliun triliun trlllun _ tnllu trlllun Tingkat
pengangguran
Papua ;03 terbuka
B ' il e
arat I 16 05 14,67 C]
Perkiraan
Q&'\AB M 8r20. kebutuhan
mvestasu
N TANHANA B TMANGRVAT=
.{i L 2020 2021 2022 2023— 20 S
Sumber: Bappenas diolah Antaranews, 2021.
11. Lingkungan Strategis.

Upaya mengoptimalkan perencanaan pembangunan Papua guna
meningkatkan ketahanan nasional sangat dipengaruhi banyak faktor

lingkungan strategis, baik dari lingkup global, regional maupun nasional.

2 https://www.antaranews.com/infografik/1656662/pembangunan-papua-2020-2024,
diakses 14 Maret 2022 pukul 23.21 WIB.



23

Berikut uraian singkat dari lingkungan strategis yang berpengaruh

terhadap
faktornya:

perencanaan pembangunan Papua berdasarkan faktor-

Global. Perencanaan pembangunan ditiap wilayah pastinya
ditentukan oleh ekonomi global dan investasi dari negara lain.
Hal tersebut dapat menjadi dukungan bagi perencanaan
pembangunan di wilayah Papua. Namun, keterlibatan dan
intervensi global juga perlu dibatasi dan diwaspadai, mengingat
wilayah Papua merupakan wilayah yang kaya akan SDA dan
rawan akan gerakan separatisme, sehingga banyak negara-
negara yang ingin melakukan ekploitasi di tanah Papua. Maka,
keterlibatan dari negara lain secara global dalam proses

pembangunan, sangat ditentukan kemampuan diplomasi

negara untuk (mam mengajak negara lain melakukan

investasi, sekaligus m atasi kewenangannya.
Regional. Pembangunan gsuaiu negara, termasuk dalam
lingkup daerah, sang itentukan oleh dinamika yang terjadi
pada Kawasannya (re al). Dalam konteks ini, Kawasan Asia
Tenggara relatif stabil, belum memberikan pengaruh signifikan
terhadap perencanaan pembangunan di wilayah Papua.
Sehingga, jika perﬂbﬁn‘&unan terutama dalam akses dan

mobititas sudargn%ningkat Mﬁlayah Papua, pemerintah dapat

Tr/fl\err\lnw&luang ekspor dan MﬁN%ﬁg}/‘%bih luas pada

wilayah Papua dengan negara-negara ASEAN™Bi-sisilain juga
terdapat tantangan dari negara-negara Melanesia di Kawasan
Asia Pasifik. Mayoritas negara-negara tersebut memberikan
dukungan terhadap gerakan-gerakan separatis yang ada di
Papua Barat. Bahkan, Fiji, Vanuatu, dan Australia kerap
menyuarakan isu dugaan pelanggaran HAM di Papua pada
saat sidang PBB. Tentunya hal ini menjadi hambatan bagi
pembangunan yang dilakukan Indonesia di Papua karena
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adanya desakan dan intervensi dari masyarakat internasional

yang memiliki kepentingan khususnya dalam eksploitasi

sumber daya Papua.
c. Nasional. Faktor yang terdiri dari kondisi lingkungan
domestik/dalam negeri, sebagai berikut:

1)  Geografi. Kondisi geografis yang dimiliki Indonesia
sebagai negara kepulauan terbesar mengakibatkan
adanya perbedaan geografis yang signifikan antara
kawasan perkotaan dan daerah terpencil, seperti di
pegunungan, hutan dan laut, yang menjadi tantangan bagi
Indonesia untuk membangun komunikasi, khususnya
melalui koneksi internet. Termasuk di wilayah Papua yang
merupakan pulau paling Timur di Indonesia. Sejauh ini,
Provinsi Papua merupakan provinsi yang cukup tertinggal
dibanding (Prov lainnya. Terbatasnya komunikasi,
khususnya| aks jalan dan komunikasi (internet)
mempengaruhi yapmobilisasi dan komunikasi sosial
dalam rangka pembangunan yang dilakukan pemerintah?®

2) Demografi. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah
penduduk Papua sebanyak 4,3 juta jiwa. Tingginya angka
populasi masyarakat tentu sangat mempengaruhi tingkat
keberhasilan &an kampleksitas dari rencana
pembang&g‘r\\ﬁ\i wilay’rl\/!fgapua.27

Tﬁ N@M& Kekayaan Alam (SM&M@%\Sﬂﬂidaknya suatu
kebijakan perencanaan pembangunan “yang—dilakukan
oleh pemerintah berkaitan erat dengan ekploitasi dan
pemanfaatan SKA di wilayah tersebut. Wilayah Papua
merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki

26 Kementerian Komunikasi dan Informatika Rl, 27 Desember 2018, Pemerintah ungkap
tantangan pembangunan infrastruktur internet, tersedia di
https://kominfo.go.id/content/detail/12182/pemerintah-ungkap-tantangan-pembangunan-
infrastruktur-internet/0/sorotan_media, diakses pada 13 Maret 2021 pukul 22.30 WIB.

27 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/sensus-penduduk-2020-jumlah-
penduduk-papua-tak-sampai-separuh-jakarta, diakses pada 13 Maret 2022 pukul 22.40
WIB.
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kekayaan alam yang melimpah, sehingga arah
pembangunan di Wilayah Papua akan juga terpengaruh
oleh kebijakan pemberdayaan dan eksploitasi SKA.
Ideologi. Di wilayah Papua, ancaman ideologi ditunjukkan
dari adanya beberapa gerakan dari masyarakat yang
menginginkan lepas dari NKRI (separatisme). Hal ini
menunjukkan ideologi Pancasila cukup terkikis di Wilayah
Papua. Tentunya kondisi tersebut sangat mempengaruhi
arah perencanaan pembangunan.

Politik. Perencanaan pembangunan pada dasarnya
ditentukan oleh putusan politik negara, baik pada tingkat
pusat dan daerah. Maka apabila terdapat instabilitas
politik di level Provinsi dan Kabupaten di Papua,
perencanaan pembangunan di daerah juga akan
terhambat.

Ekonomi. Pembangunan nasional tentunya di-drive oleh
motif ekonomi: mika ekonomi nasional dan regional
juga mempengaruhi = perencanaan pembangunan di
wilayah Papua.

Sosial Budaya. Sosial budaya masyarakat Papua dapat
menjadi dukungan akselerasi pembangunan jika
pemerintah-—mampu _sSeeara baik mengkomunikasikan
kepada &Sﬁﬁwn’%ﬂlui pendekatan—sosial budaya

TAnglél\iwaa masyarakat terlibmm%ﬁymp\ pembangunan

wilayahnya. Namun, jika terdapat “resistensi dari
masyarakat terkait sosial budaya yang kurang selaras
dengan pemerintah, khususnya pemerintah pusat, maka
sosial budaya juga dapat menjadi hambatan.

Hankam. Ancaman yang datang dari wilayah Papua
adalah Kelompok separtisme teroris (KST). Sebelumnya,
aparat melabeli kelompok separatis yang mempejuang
kemerdekaan Papua sebagai Kelompok Kriminal
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Separatis Bersenjata (KKSB), namun setelah terjadi
penembakan Kepala BIN Papua dan semakin
meningkatnya aksi, maka penyebutan KKSB menjadi
KST. Tentunya, kehadiran dari KST ini merupakan salah
satu faktor utama dalam penentu keberhasilan
pembangunan. Dalam konteks wilayah Papua, pemerintah
perlu terlebih dahulu atau setidaknya bersamaan mampu
membangun sekaligus mengatasi ancaman hankam yang
ditimbulkan oleh KST.

DHARMMA

TANHANA MANGRVA
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12. Umum.

Pada dasarnya pembangunan suatu daerah khususnya wilayah
Papua merupakan sebuah proses yang perlu memperhatikan aspek-
aspek terkait sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Upaya
untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya didasarkan pada
perencanaan yang dirancang dalam beberapa waktu. Hal ini bertujuan
agar terdapat mekanisme terukur dan jelas di dalam membangun suatu
wilayah yang dalam konteks ini yakni Indonesia Timur, Papua. Terkait
dengan hal tersebut, pada bagian ini menjelaskan perihal: perencanaan
pembangunan di Papua saat ini, sinergi antar-pemangku kepentingan
dalam perencanaan pembangunan di Papua dan perencanaan
pembangunan yang holistik di puaguna meningkatkan ketahanan

nasional. Hal ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

13. Perencanaan Pembangunan di Papua saat ini

Pembangunan pada  wil Papua yang selama ini telah
berlangsung selama puluhan tahun masih belum menunjukkan hasil yang
signifikan dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang juga melaksanakan
pembangunan. Sebagaimana yang telah-dijelaskan sebelumnya, terdapat
persoalan dan-tantangan ?aﬁgAmgs,}g\ Mdﬂjs diradapiProvinsi Papua dan
Provinsi gapf)uNalhB%MtASejauh ini, penduduMﬁhmeRe\r{dl}ami di“wilayah
Papua,—terutama Orang Asli Papua (OAP) yang mertpakan pribumi,
memiliki keterbatasan akses dalam pemenuhan kebutuhan dasar (basic
needs) seperti infrastruktur-infrastruktur dasar, akses terhadap air bersih,
permukiman (hunian layak), sanitasi, rendahnya pendapatan, dan
rendahnya akses terhadap layanan dasar untuk pendidikan dan
kesehatan. Hal ini pun semakin kompleks karena masih kerap kali terjadi
perang antar suku dan beberapa Gerakan separatisme yang
mengakibatkan wilayah Papua tidak hanya sebagai daerah yang
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tertinggal, tetapi juga rawan. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, tidak
hanya kesejahterahaan bagi masyarakat Papua tidak terwujud maka
pergerakan separatisme pun semakin kuat. Selain itu, potensi SDA yang
berlimpah di wilayah Papua juga tidak akan dapat dimanfaatkan secara
optimal dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejauh ini pemerintah memang sudah mencanangkan kebijakan
terkait pembangunan sebagaimana yang tertera pada Pepres Nomor 18
Tahun 2020 tentang RPJM dimana poin utama dari Pepres tersebut
adalah langkah-langkah pembangunan yang bersifat terobosan, terpadu,
tepat, dan sinergi antar pihak-pihak yang terlibat. Untuk mewujudkannya
maka pada tahun 2020 dicanangkan 5 Kerangka baru untuk
pembangunan Papua yang disebut “The New Framework for Papua’.
Adapun uraian dari kerangka tersebut yaitu: (1) Percepatan pembangunan
SDM unggul, inovatif, dan berkarakter; (2) Percepatan transformasi dan

pembangunan ekonomi (3)/Percepatan pembangunan infrastruktur dasar;

(4) Pelestarian kualitas lingkungen hidup; (5) Percepatan reformasi

birokrasi dan upaya mewujud geed governance atau tata kelola
pemerintah yang baik.?*

Mengacu pada teori ke an, proses dari kebijakan adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana dan didasarkan
pada analisis kritis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dan
dalam konteks bernegara; berkai’ﬁan dengan keputusan yang berorientasi
pada kepentingan masyepaﬁaﬁua's\{, Méﬂa kerangka Kebijakan tersebut
meinang —Is—&jra\{wmﬁ dan perlu untuk dilM&p%ﬁ@X% perencanaan
pembangunan di Papua. Namun, masih terdapat beberapa—aspek yang
perlu difokuskan lagi jika ingin melakukan pengoptimalan pembangunan
Papua dengan segala macam polemiknya. Kebijakan ini perlu
diimplementasikan dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki
untuk mengoptimalkan suatu solusi dalam rangka memilih solusi yang

terbaik dari sekumpulan pilihan-pilihan solusi yang tersedia.

28 pemprov Papua, 2019, Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2018-2023, Ppaua: Pemprov Papua.
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Sumber daya dalam konteks pembangunan Papua ini perlu
digarisbawahi tidak hanya mencangkup SDA melainkan juga SDM
masyarakat Papua, khususnya OAP. Sejauh ini SDM masyarakat Papua
cenderung cukup tertinggal dibandingkan dengan SDM di daerah
Indonesia lainnya, sehingga hal ini mengakibatkan rentannya masyarakat
asli Papua tereksploitasi di tanahnya sendiri dan menimbulkan
kecemburuan sosial yang pada akhirnya berpotensi untuk menimbulkan
konflik dan penolakan akan kehadiran pendatang, termasuk penolakan
terhadap upaya pembangunan dalam jangka panjang yang dicanangkan
dari Pemerintah Pusat.

Mengacu pada Indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan rentan waktu 10 tahun yang
lalu (2010-2021). Rata-rata IPM di Provinsi Papua dan Provinsi Papua

Barat masih berada di angka 66%. IPM adalah indicator yang digunakan

oleh negara-negara yang ada dunia; untuk melihat bagaimana dan

sejauhmana suatu penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, \pendi npkesehatan, dan sebagainya. Jika
dilihat dari tahun ke tahun mang terdapat peningkatan indeks
pembangunannya, namun jika d dingkan dengan Provinsi lainnya dan
rata-rata IPM Indonesia yang berada di angka 72%, maka IPM wilayah
Papua dapat dikatakan cukup tertinggal. Maka dalam konteks kerangka
perencanaan pembangunan Papua, pembangunan infrastruktur perlu
dibarengi-dengan pembéagarérgr%’rwuﬁa, bahkanjika “memungkinkan
pembangIr%rl}?lﬂM& perlu dijadikan pMQLGag\a/rAdalam proses
pembangunan infrastrukur dalam skala besar dapat memaniaatkan SDM
lokal. Menurut catatan penulis, terdapat beberapa aspek yang perlu
diperhatikan agar lebih optimal, yaitu:
a. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan SDM khususnya
pada OAP.
Dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan di
Papua, maka perlu dimulai dari kesejahterahaan masyarakatnya,

khususnya pribumi setempat karena merekalah yang akan tinggal
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dan membangun wilayahnya. Apabila, perencanaan pembangunan
dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, besar
kemungkinan akan terjadi penolakan, kerusuhan, konflik, dan
bahkan upaya pemisahan diri. Maka dari itu orientasi perencanaan
pembangunan perlu diarahkan dengan peningkatan kesejahteraan
terlebih dahulu, terutama masyarakat OAP. Dalam penyusunan
perencanaan pembangunan ini harus memperhatikan aspirasi,
tuntutan, dan kebutuhan masyarakat setempat dengan
menggunakan pendekatan persuasif yang sesuai dengan budaya
dan adat masyarakat setempat. Penyusunan perencanaan
pembangunan ini juga harus diimplementasikan dengan
menjadikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat
sebagai dasar dan tetap menghormati hak-hak adat masyarakat
Papua.

Kunci dari /Zperencenaan pembangunan agar lebih
berorinteasi pada SDM khfsusnya OAP dapat dimulai dengan
menciptakan askes-akses fasilitas publik yang lebih inklusif agar
dapat dipergunakan masyrakat Papua dari berbagai kalangan. Di
sisi lain, uniuk masyarakat Papua yang masih memiliki
keterbatasan akses untuk menjangkau fasilitas publik tersebut,
misalnya keterbatasan dalam mobilisasi, terbatasnya akses jalan,
dan tempat tmggalﬂya}ng [maﬁil.h )dlgtengah hutan, dan sebagainya,
makg sudah SqwHjarhya pemerrntah yang me/mfasmtay dan
menstlrﬁull.m bdar dapat diakses. MANGRVA

Secara teknisnya, pembangunan yang berpusat-pada SDM
dapat difokuskan pada penyediaan pendidikan yang bermutu,
terjangkau, dan inklusif dengan ketersediaan fasilitas pendidikan
dan tenaga pengajar yang memadai sebagaimana wilayah
Indonesia lainnya. Dari segi pelayanan Kesehatan, perlu
menciptakan pelayanan dan fasilitas Kesehatan yang berkualitas,
murah, dan mudah untuk diakses OAP. Dari segi pembangunan

karakter, perlu untuk menciptakan kemandirian perekonomian
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masyarakat melalui beragram program pelatihan dan keterampilan.
Hal ini perlu diiringi dengan peningkatan mental spitritual yang
mencangkup nasionalisme, kesadaran bernegara, bela negara
(kepatuhan pada aturan). Program-program tersebut juga perlu
dijalankan dengan upaya penciptaan ketahanan pangan yang lebih

Tangguh bagi seluruh wilayah Papua.

b.  Optimalisasi Perencanaan Pembangunan pada Pertumbuhan
dan Potensi Unggulan Sumber Daya Alam (SDA).
Perencanaan Pembangunan yang lebih berorientasi pada

pertumbuhan dan potensi unggulan SDA di wilayah Papua

merupakan hal yang mutlak agar perencanaan pembangunan
optimal dan tepat sasaran. Maka, perlu dipahami dan diteliti terlebih
dahulu sektor-sektor unggulan dan potensi di Papua yang dapat

meningkatkan pertumbuh kanomi Papua secara signifikan. Hal

ini diperlukan karena lah. satu kunci dari keberhasilan

pembangunan adalah pe buman ekonomi yang berkualitas dan
merata, sehingga dalam eks fni dampak pertumbuhan ekonomi
tersebut dapat dirasakan seluruh masyarakat, terutama OAP.
Kebijakan pembangunan ekonomi ini tidak semata hanya
mengejar pertumbuhan dalam bentuk angka, namun yang paling
penting adalah dampak dari pertumbuhan itu dapat dirasakan oleh
seluruh masyarakapg&a‘e% @r{nwsﬁ pembangunan-dalam konteks
ekérr%rwulh&f\%&la ini dapat diIakukM@lﬁ\{)ﬂr}agram—program
sepeérti: Perubahan Pola Pikir, Pengwilayahan Kormeoditas, serta
Tanam, Petik, Olah dan Jual. Perubahan pola pikir yang dimaksud
adalah masyarakat Papua khususnya OAP perlu ditingkatkan
kemampuan dan keterampilan dalam mengelola Sumber Daya lokal
disekitarnya sehingga bernilai ekonomis untuk memenuhi
kebutuhannya dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerahnya.
Sementara Pengwilayahan Komoditas dalam konteks ini diartikan

sebagai prioritas pengembangan ekonomi daerah yang
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berdasarkan komoditas unggulan di wiilayah Papua. Sementara
program Tanam, Petik, Olah dan Jual yang dimaksud adalah
menyiapkan sistem pemasaran terintegrasi yang dimulai dari masa

panen, pasca panen, hingga tahap pemasaran/penjualan.

C. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Lingkungan

Kewilayahan dan Penataan Ruang

Orientasi yang berlandaskan pemerataan dan keadilan
dalam konteks ini adalah upaya penyediaan infrastruktur yang
memadai di wilayah Papua dengan tujuan utama menyediakan
akses yang inklusif bagi masyarakat Papua untuk menghilangkan
ketimpangan dengan wilayah lainnya yang dilakukan dengan
prinsip keadilan pembangunan antar-wilayah. Hal ini dilakukan
dengan berfokus pada peningkatan kualitas SDM masyarakat asli

Papua agar dapat memiliki daya saing, memiliki tingkat pendidikan

minimum untuk pekerj di level manajerial/strategis, dan

menciptakan budaya ya lebin/ terbukal/toleran di masyarakat
Papua untuk menerima kehadiran masyarakat Indonesia yang
memiliki budaya berbeda daerah lainya.

Secara teknisnya, dapat dilakukan dengan pengembangan
wilayah dan penyediaan infrastruktur sosial dengan tujuan utama
untuk menciptakan—pelayapan kemandirian kampung, dengan
bertandaskan Rengr\é\%éamd‘d’éﬂg. Hal-ini ju%? perlu dibarengi
deIgAarNM@&mbangunan dalam M%l‘%n&i yang merata
dan~berkeadilan yang dapat dilakukan dengan pregram-program
seperti perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan
pendapatan antar-daerah, perbaikan kesenjangan antar-kampung,
sehingga terjadinya proses afirmasi bagi OAP. Sementara dalam
sektor sosial, pemerataan dan keadilan dapat dilakukan dengan
program-program seperti perbaikan akses terhadap pelayanan
pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpolitik, serta

pemerataan berbasis gender.
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d. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Keamanan

Berbasis Kearifan Lokal

Pada dasarnya unsur keamanan dalam suatu negara
menjadi sangat penting untuk dibangun secara baik agar tercipta
suasana aman dan tentram bagi masyarakatnya. Dalam kasus
Papua, sebagaimana diketahui keamanan merupakan hal yang
belum dapat diwujudkan dengan baik karena masih adanya
kelompok-kelompok yang mengganggu sehingga menimbulkan
instabilitas daerah. Untuk itu maka diperlukan suatu mekanisme
atau cara yang transformatif yakni dengan membangun
perencanaan pembangunan keamanan berbasis kearifan lokal,
dimana masyarakat Papua tidak hanya dijadikan objek dalam
pembangunan namun juga subjek sebagai pelaku aktif untuk
berkontribusi dalam membangun keamanan wilayahnya. Hal ini

sebagai contoh dapat dil

kan melalui program wilayah Papua
Tangguh dengan  meli an _masyarakat secara aktif atas
pembangunan keaman Papua. Selain itu, perencanaan
pembangunan juga “perl elibatkan musyawarah Forkopimda
Papua sehingga segal entuk gangguan yang ada dapat
diminimalisir dengan bekerjasama dengan perwakilan/representatif
dari kelompok masyarakat itu sendiri dan pada akhirnya terwujud
keamanan yang dlrgr\i\p}ia& M M,q

14. SineTéNMNﬁ%mangku kepentinMﬁﬁkNg"aliglxA perericanaan

pembBangunan di Papua.

Perencanaan pembangunan sebagaimana diketahui merupakan
sebuah proses panjang yang mencakup berbagai aspek serta keterlibatan
pihak-pihak terkait sehingga perlu dilakukan sebaik-baiknya. Kondisi ini
perlu dipahami karena perencanaan pembangunan memiliki andil besar
dalam peningkatan kesejahterahan masyarakat khususnya di wilayah
Papua. Perihal sinergi yang terbangun dengan pihak-pihak terkait di

dalam perencanaan pembangunan pada hakikatnya mengacu pada
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regulasi yang ada, seperti UU No. 25 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 yang
menerapkan pembangunan nasional dilakukan oleh segenap komponen
bangsa dalam upaya mencapai tujuan bersama. Adapun kewenangan nya
juga diatur di dalam UU No. 32 tahun 2004 perihal pemerintah daerah
dimana menekankan atas pembagian kewenangan antara pemerintah
pusat dan daerah. Keseriusan dalam membangun Papua melalui jalinan
kerjasama diperkuat dengan Inpres No. 9 tahun 2020 yang intinya
berupaya mempercepat pembangunan di Papua.

Berkenaan dengan hal di atas Bappenas menjelaskan perihal belum
baiknya sinergi yang terbangun dalam pembangunan Papua belum
sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga beberapa target yang ada
belum mampu tercapai.?® Karena dibutuhkan upaya-upaya konstruktif agar
sinergi yang terbangun antar pihak-pihak terkait semakin solid dan kuat
sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan.
Kondisi ini perlu dipahami‘karena sinergi merupakan bentuk kerjasama
yang terbangun oleh pihak-piha n dimana di dalam hubungan tersebut
saling mengisi dan mendukung ngga mampu mendapatkan hasil yang
lebih baik.3® Untuk itu pada pela aannya maka diperlukan pemahaman
yang baik agar mampu menja an masing-masing tugasnya sesuai
dengan tupoksi yang ada dalam mewujudkan perencanaan pembangunan
Papua yang ideal.

Mengacu pada teori Sinerqi, Vvang berupa konsep hubungan
kerjasama A/ang terbananHspér‘ﬁrM’awﬁampu mencejaai tujuan yang
diharapka’lr;, I.‘r;lwla-ié\l‘i(—:“??japat beberapa haMﬁ%Gg\,erlﬂc\ dimiliki  untuk
mewujudikan/menciptakan sinergitas yaitu; orientasi hasil“yang-febih baik,
subjek-subjek yang saling melengkapi, adanya kesepakatan diantara
semua pihak yang terlibat, dan sebagai suatu proses yang dijalankan
bersama. Maka, mengacu pada ketentuan pra-kondisi untuk menciptakan
sinergitas tersebut, upaya menyinergikan para pemangku kepentingan

2 https://deskpapua.bappenas.go.id/berita/detail-berita/catatan-konferensi-memandang-
papua-20-tahun-ke-depan-hari-kedua-pentingnya-sinergi-pembangunan-papua, diakses
18 April 2022 pukul 23.21 WIB.

30 Ibid.
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dalam perencanaan pembangunan di Papua, dapat diuraikan dalam

kebijakan sebagai berikut:

a.

Meningkatkan keterlibatan pihak-pihak terkait baik Pemerintah
Pusat dan Daerah, swasta, dan khususunya OAP dalam
menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua
(RIPPP). Disamping itu juga rencana tersebut harus dapat
memberikan ruang kepada generasi muda yang nantinya akan
berkiprah 20 tahun mendatang. Langkah ini perlu direalisasikan
dengan menerapkan pendekatan multidimensional agar
perencanaan yang dibuat mampu memberikan dampak positif
terhadap Papua kedepan. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan yakni dengan meningkatkan forum kepemudaan
seperti Karang Taruna yang langsung dibina oleh Kemensos
dan kegiatan kepemudaan daerah lainnya yang dibina dan
difasilitasi Pemda. Hal'ini perlu dilakukan agar unsur pemuda
mampu berkontribusi m pembangunan daerah Papua.

Secara khusus sinergi dalamgperencanaan pembangunan harus
menerapkan pada pendekatan sosial-kultural yang
mengedepankan pad ak-hak masyarakat Papua. Karena
selama ini imiplementasi Otsus belum berjalan baik mengingat
peran pusat terlalu dominan dalam pengelolaan Papua. Padahal
jika melihat semangat Otsus yakni memberikan kewenangan
kepada daerarp datam mem‘gjukan W"a\F,Qahé: seharusnya

(Qpaﬁﬁﬂénakan dengan optl

tUjuan yang diharapkan. Musyawarah warga“dan—pertemuan

pu _irfencapai

berkala Forkopimda Papua dengan pemerintah pusat menjadi
salah satu upaya yang perlu dikembangkan dalam proses
pembangunan. Melalui upaya ini diharapkan akan tumbuh rasa
untuk dilibatkan dalam pembangunan daerah Papua.

Meningkatkan  keterlibatan  Perguruan  Tinggi  dengan
mengembangkan vokasi terapan yang sesuai dengan
keunggulan daerah dimana hal ini juga perlu ditopang dengan
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tenaga pendidik yang kompeten serta sarana dan prasarana
pendukung lainnya. Pelibatan Perguruan Tinggi dalam
perencanaan pembangunan di Papua merupakan hal yang
perlu dilakukan. Pihak akademisi pada konteks ini dapat
memberikan sumbangsihnya atas berbagai telaah penelitian
yang dilakukan sehingga mampu terbangun perencanaan yang
sesuai dengan karakteristik wilayah Papua dalam mencapai
tujuan pembangunan nasional. Peran Perguruan Tinggi menjadi
penting dimaksimalkan dimana Litbang yang dilakukan juga
perlu melibatkan warga Papua khususnya yang mengenyam
pendidikan di Perguruan Tinggi sehingga hasil kegiatan riset
yang dilakukan dapat merepresentasikan kepentingan dari
masyarakat Papua itu sendiri, terutama OAP.

Meningkatkan kerjasama serta kemitraan dengan pemerintah

pusat serta K/L dterkai

innya dalam pengembangan wilayah
Papua. Sinergi yang bangun dalam upaya mempercepat
pertumbuhan dan tra rmasi wilayah Papua yang dilakukan
dengan melanjutkan ya, peningkatan jaringan infrastruktur
terintegrasi dan te U sehingga mampu mendukung
pembangunan wilayah, mengoptimalkan komoditas yang ada di
wilayah Papua seperti perkebunan, hutan, peternakan dan
sebagainya dengan menerapkan sistem teknologi yang tepat

una; mendu@r\{aAﬁlirninséVs’i‘q industri-—dalam.. mendukung
fécgﬂﬂﬂ&)embangunan daeraMAp@%eI}%&gan Kawasan
yang ada di wilayah Papua dengan “berfokus pada
pembangunan fasilitas publik sehingga mampu memberikan
manfaat bagi kehidupan masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraannya, membangun forum kerjasama yang
mendasarkan pada karakteristik masyarakat di Papua serta
meningkatkan investasi agar mampu berdampak pada daya

saing wilayah tersebut dan meningkatkan kepastian hukum atas



37

hak tanah sehingga mampu menopang program-program yang
dicanangkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Sinergi atau kerjasama yang terbangun juga perlu diwujudkan
dalam sebuah kesepakatan bersama dalam bentuk
Memorandum of Understanding (MoU) dimana hal ini sangat
berguna sebagai acuan pelaksanaan atas program-program
yang telah disusun. Selain itu bentuk kesepakatan ini sebagai
wujud meningkatkan komitmen oleh pihak-pihak terkait dalam
mencapai tujuan yakni mewujudkan pembangunan wilayah
Papua. Kerjasama ini salah satunya dalam membangun
perencanaan berjangka pendek, menengah dan panjang
sehingga pengelolaan daerah Papua dalam peningkatan
kehidupan masyarakatnya dapat benar-benar tercapai.
Pemerintah pusat perlu pro-aktif untuk melakukan koordinasi
dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda
Papua untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Papua
terutama OAP. Hal ini lu @ilakukan tidak hanya ketika dalam
konteks pembangunan besar, namun juga dalam kebijakan-
kebijakan  pemerinta di Papua secara umum agar
meminimalisir adanya penolakan dan membangun kepercayaan
bersama untuk menghindari adanya konflik sosial. Secara
teknisnya hal ini—dapat difakukan dengan pertemuan rutin
Pemerintah P&Q,A‘SOMC%ﬁda Rapua,  dan perwakilan
TANHANATE yang diakiiadANE RYAL sodalisasi,
seminar, dan program-program sosial sebagainya dengan
tujuan utama menciptakan sinergitas di semua pihak. Hal ini
juga perlu diiringi dengan program bersama pihak Forkopimda
untuk meningkatkan kualitas SDM OAP dan membekali dengan
kemampuan/keahlian terampil agar memiliki daya saing yang
kuat. Maka, ketika sinergitas pada tingkat pimpinan tersebut
sudah terbangun, maka koordinasi pembangunan dalam jangka
panjang pun akan lebih optimal.
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Membangun  transformasi  digital  dalam mendukung
pembangunan daerah Papua. Berbagai kegiatan pemerintahan
perlu menerapkan penggunaan teknologi secara aktif dan bijak
karena sebagai bentuk transparansi serta menyesuaikan
dengan perkembangan yang terjadi. Melalui transformasi digital
diharapkan segala kegiatan dalam pemerintahan khususnya
terkait dengan sinergi yang terbangun dalam perencanaan
pembangunan di Papua dalam benar-benar terbangun dengan
baik. Transformasi digital yang dimaksud adalah perubahan
yang berkaitan dengan penerapan/implementasi teknologi
digital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tahap
transformasi untuk konteks pembangunan Papua ini adalah
tahap menggunakan proses digital yang memungkinkan

terbentuknya inovasi dan kreativitas dalam suatu produk digital

tertentu. Kehadiran ansformasi  digital bukan hanya
menggantikan metod belumnya, tetapi juga meningkatkan
efisiensi dan efektifi dary metode ftradisional. Program-
program pembangun transformasi digital ini tidak hanya
berfokus pada penyedi akses dan fasilitas untuk tersambung
ke internet agar lebih inklusif, tetapi juga perlu diiringi dengan
edukasi terkait literasi digital.

Meningkatkan -sinergi_ dalam-._perencanaan pembangunan
dengan pihakgiﬁa\k terk’a‘l/l{'q sebagai-—bentuk  konsolidasi
T(!-e\moué\sNﬁal ini perlu dilakukanwglﬁzp\)/a%a tupoksi pada
masing-masing lembaga atau kementerian yang—teriibat dan
berkoordinasi dengan kelompok masyarakat sehingga
perencanaan yang ada mampu mencapai tujuan yang
diharapkan vyaitu mewujudkan kesejahtreraan masyarakat
Papua.

Memaksimalkan sinergitas dalam level grass root atau lini
terkecil di masyarakat. Pada dasarnya, program-program sinergi

perencanaan adalah upaya untuk menciptakan pembangunan
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Papua yang tepat, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan
masyarakat Papua. Namun, selama ini  kebijakan
mensinergitaskan perencanaan pembangunan hanya berada
pada level strategis, belum menyentuh pada tingkat-tingkat
teknis dan operasional. Maka, sangat dibutuhkan program
partisipatif yang menstimulun keterlibatan masyarakat dan
institusi  tingkat daerah dalam menyusun perencanaan
pembangunan. Adapun salah satu cara yang perlu dilakukan
membuat sistem perencanaan partisipatif yang mengedepankan
dua institusi atau layanan dasar tingkat daerah yaitu kesehatan
dan pendidikan (Puskesmas dan Sekolah Dasar). Sejauh ini,
tidak hanya di Papua, tetapi juga seluruh Indonesia layanan
dasar kerap membuat perencanaannya sendiri-sendiri sehingga
program-program vang berjalan tidak memiliki dampak besar

dan menjangkau  sed partisipan. Bahkan, seringkali tidak

melibatkan masya t setempat dalam proses
perencanaannya sehingga sasarannya kurang tepat dengan
kebutuhan dan harapan masyarakat. Maka, pendekatan melalui
program-program  di skesmas dan Sekolah merupakan
proses pembangunan yang paling relevan mengingat berada
ditataran grass root dan meng-cover isu-isu yang paling krusial
di masyarakat kefas mepengah.dan menengah bawah, yaitu
endidikan dan?e\g\eﬁar%rw MA
Bergiealmglf\hw gi" atas maka sinM&Ngn%Vé\'bangun akan
mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan agar-merndapatkan
output yang diharapkan. Secara konseptual optimalisasi merupakan
upaya yang perlu dimaksimalkan sehingga mendapatkan nilai terbaik.®’
Sehingga, upaya yang krusial perlu dimaksimalkan dalam konteks Papua
yang rawan konflik dan disintegrasi saat ini adalah menciptakan
sinergitas, baik dalam tingkat masyarakat dengan pemerintah daeranh,

maupun pimpinan-pimpinan daerah Papua dengan Pemerintah Pusat.

3 Ibid.
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Untuk itu sinergi atas pihak-pihak terkait menjadi salah satu hal penting
yang perlu diperkuat agar mampu menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya secara optimal serta mampu memanfaatkan sumber
daya di Papua tanpa adanya penolakan dalam rangka mewujudkan
pembangunan Papua yang lebih baik.

15. Perencanaan pembangunan yang holistik di Papua guna
meningkatkan Ketahanan Nasional

Mengacu pada visi Indonesia 2045 yang berorientasi pada
penguatan ekonomi dalam mencapai pembangunan manusia dan IPTEK,
pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan, pemantapan
ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,?? dimana kesemuanya
merupakan hal yang perlu dipahami secara baik agar dapat menjadi

acuan di dalam menyusun rencanaan rentan waktu tersebut.

Sebagaimana orientasi | ' me dkan | ketahanan nasional, maka
perencanaan pembangunan holi juga perlu diarahkan dan difokuskan
dengan  mempertimbangkan THG.  Sejauh  ini  perencanaan
tang/periode pada tahun 2025-2045
dimana terbagi atas perencanaan jangka menengah per lima tahun. Jika
melihat RPJMN 2020-2024 dapat dketahui fokus pada transformasi
ekonomi sebagai landasarn menuju pada-Indonesia Maju. Hal ini dapat
tergambar sebagai berikup HA &LM)MA
TANHANA MANGRVA

Gambar 3.1: Target Pertumbuhan Ekonomi-ienuju

pembangunan dilakukan dalam

Indonesia Maju

32 Lihat Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045.
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RPJMN 2020-2024 2036
merupakan titik tolak
untuk mencapai sasaran

Keluar dari
Middle Income Trap

pada visi 2045 I PDB per Kapita
1
— : (USD)
1
2019/2020 1
Menjadi negara m:
Upper-middle income

5,2% 6,0% 6,2% 5,9% 56% o 54% D Rata-rata Pertumbuhan
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Sumber: RPJMN 2020-2024

RPJMN tersebut merupakan acuan dalam penyusunan rencana
pembangunan yang dilaksanakan wilayah atau daerah khususnya Papua,
dimana hal tersebut merupaka nsekuensi atas sistem desentralisasi
yang diterapkan dalam mendukung percepatan pembangunan secara
nasional. Mengacu padal teori repcanaan yang berkaitan dengan
pembangunan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik, maka dibutuhkan
usaha sadar, tersusun dan berkelanjutan dalam memilih pilihan terbaik
untuk mencapai tujuan dari pembangunan tersebut.®® Hal ini memberikan
pemahaman bahwa perencanaan diartikan sebagai sebuah upaya terukur
yang dilakukan-dimana h@@éﬁj%éﬂ(ﬁtan dengan-hat-hal terkait yang
perlu dip‘gﬁmgANﬁm mencapai tujuarMﬁ%Gﬁw\alépkan. Dengan
ketentuan-teori tersebut, maka pembangunan yang holistik-di-Papua guna
meningkatkan Ketahanan Nasional tidak hanya perlu dilakukan melalui
pengoptimalan perencanaan pembangunan dalam jangka pendek dan
menengah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, namun perlu
juga untuk dirumuskan dalam beberapa tahap/periode (pembangunan

jangka panjang) yang dilakukan secara berkelanjutan. Adapun secara

33 Nursini. (2010). Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Teori Dan
Aplikasi, diakses https://core.ac.uk/download/pdf/77629914.pdf
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teknisnya dapat dilakukan dengan empat tahap yang dimulai dari tahun

2025 hingga 2045, dengan uraian tahapan sebagai berikut:

a.

Tahap | 2025-2029, meningkatkan kapabilitas dan kualitas
manusia di wilayah Papua. Berdasarkan laporan BPS tahun
2021 terlihat bahwa indeks pembangunan manusia (IPM)
khususnya di wilayah Papua hanya 60,62%, dimana hal ini
didasarkan pada beberapa aspek seperti pendidikan dan
kesehatan.®* Melihat kondisi tersebut tentu diperlukan upaya
strategis dalam bentuk perencanaan pembangunan tahap |
yang fokus pada peningkatan kualitas manusia. Pembangunan
SDM diharapkan mampu mewujudkan manusia unggul,
berbudaya dan menguasai IPTEK. Berkenaan dengan hal
tersebut, maka perencanaan yang dapat dilakukan diantaranya:
1) Meningkatkan taraf dan kualitas pendidikan masyarakat

Papua secara

rata »sehingga mampu mendukung
percepatan pembangunan di Papua. Pendidikan pada
dasarnya merup hal/mendasar yang perlu dibangun
olen suatu.negara ' Kkhususnya dalam konteks ini
pemerintah ~daer agar mampu memiliki SDM yang
memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan nasional.
Karenanya pendidikan harus diselenggarakan dengan
menjunjung-nifai-nilai budaya yang ada pada Papua serta
segala pOtgﬁ‘;\l ea‘ﬁgng%’%ehingga sumber-daya tersebut
TAN@M&optimalkan untuk M&Ng&\a/n‘c\ dalamt upaya
mencapai kesejahterahan. Pendidikan berbasis
multikulturalisme merupakan salah satu upaya yang dapat
diterapkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di
Papua dimana pendidikan tersebut mengusung nilai-nilai

yang ada di daerah sehingga mampu tumbuh dan

34 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/04/indeks-pembangunan-manusia-
papua-naik-tipis-jadi-6062-pada-
2021#:~:text=Indeks%20Pembangunan%20Manusia%20(IPM)%20Papua%20(2016%2D
2021)&text=1tu%20tercermin%20dengan%20Indeks%20Pembangunan,2019%20yang%?2
Osebesar%2060%2C84, diakses 19 April 2022 pukul 15.21 WIB.
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berkembang sehingga diharapkan mampu beradaptasi dan
bersaing dengan kelompok masyarakat lainnya ditengah
dinamika yang berkembang.

Gambar 3.2: Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

RLS Nasional 8,52 Tahun

* i Terendah:
Papua
IS RLS 6,59 Tahun

P , ;
“~ > - . 7
Tertinggi: .
Jakarta

Sumber: Susenas BPS RLS 10,92 Tahun

2)

Sumber: BPS, 2020

Mengoptimatkan nilai~pilai kebudayaan dalam

pembangunan. agaimana diketahui bahwa Papua

merupakan salah satu wilayah yang kental atas nilai-nilai
budaya dimana | fersebut dipegang teguh dalam
kehidupan bermasyarakat. Untuk itu berbagai upaya dalam
pembangunan manusia harus didasarkan atas kebudayaan
yang hidup di masyarakat Papua sehingga segala kegiatan
yang dilaksanakan 1ebih-kankret dan jelas sesuai dengan

budaya segr‘%a %‘XL%Q contoh_nilai-nitai_budaya perlu

TANMAGN&lsay dalam kebuakaMﬁah%ar%un pemerintah

3)

seperti melibatkan masyarakat Papua, “khusunya OAP
secara aktif atas program yang dijalankan sehingga
kearifan lokal yang ada secara tidak langsung akan
terjaga.

Meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat
Papua. Saat ini tingkat kesehatan masyarakat Papua
masih tergolong rendah sehingga berdampak pada kualitas
hidup masyarakatnya. Belum terbangunnya kesehatan dan
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ditambah lagi dengan terbatasnya sarana prasarana
kesehatan yang mendukung kesehatan bagi masyarakat
Papua menjadi penyebab kondisi kesehatan masyarakat
rendah. Disamping itu pola hidup sehat yang belum
mampu diterapkan menjadikan kesehatan warga di daerah
Papua semakin memperihatinkan. Berdasarkan hal
tersebut maka sudah seharusnya dibangun peningkatan
kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Papua yang
diharapkan akan berdampak pada meningkatnya
kapabilitas manusia di wilayah Papua dalam pembangunan
nasional. Dalam hal ini salah satu upaya yang dapat
dilakukan dengan membumikan kembali program
“‘Nusantara Sehat” melalui pengadaan sarana prasarana
pendukung serta kesiapan tenaga kesehatan agar mampu

memberikanipel an hingga ke daerah terpencil yang

masih sulit. un diakses di wilayah Papua agar

masyarakat dapat lebihgsehat. Tentu hal tersebut dengan
menerapkan\ pol idup” sehat sebagaimana dijelaskan
sebelumnya.
4) Peningkatan Iptek dalam ~mendukung pembangunan
wilayah Papua. Di era modern saat ini Iptek merupakan
sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan karena
mampt an\B\a%tuﬂé\gléwnﬁnelaksanakan suatu pekerjaan,
TANQM& perdampak pada M@anghdeﬁp masyarakat
Papua. Saat ini penggunaan Iptek sedang—digencarkan
khususnya di wilayah Papua dengan pembangunan
infrastruktur pendukung sehingga mampu menopang
tercapainya tujuan pembangunan daerah Papua. Untuk itu
kedepan tidak hanya melakukan peningkatan Iptek namun
juga kemampuan menggunakannya agar masyarakat
Papua dapat lebih cerdas dan bijak dalam memanfaatkan

perkembangan teknologi sehingga mampu memberikan
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dampak positif bagi kemajuan masyarakat. Salah satunya
dengan menerapkan model ftriple helix dengan
memperkuat kemitraan tiga pihak, yakni pemerintah,
industri, perguruan tinggi/lembaga dalam penerapan Iptek
untuk kemajuan bersama.

5) Reformasi ketenagakerjaan. Wilayah Papua terkenal
sebagai daerah yang masyarakatnya tergantung dengan
pemanfaatan kekayaan alam. Dalam mendukung
pembangunan daerah sudah selayaknya dilakukan
pengembangan pekerjaan dengan tetap menjaga
kelestarian alam sehingga dengan demikian mampu
mendukung terwujudnya cita-cita nasional. Langkah ini
sebagai bentuk reformasi dalam ketenagakerjaan agar
terbangun ekspansi khususnya dalam berbagai pekerjaan
yang dapat/dike ngkan untuk meningkatkan kualitas
hidup masyaraka pua yang selama ini tertinggal dengan
wilayah-wilayah'l nyagdi Indonesia.

b. Tahap I 2030-2034, ngembangan potensi sumber daya
dalam peningkatan ekenemi wilayah Papua. Secara nasional
kondisi ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh 3,69%, dimana
hal ini juga diikuti dengan ekonomi di daerah khususnya Papua
yang tumbuh 1541 persen }‘c/:,-’to-c:).35 Tren positif ini tentu perlu
terus—dijaga k&‘é‘i‘s%rli?r\!{/a ﬁahka dikembangkan sehingga
‘];)lé\\rhlalﬁl&N&cara ekonomi PaMAN:gn%}(/iﬁ\ baik<” Dalam
pengembangan potensi sumber daya yang—ada dalam
peningkatan ekonomi, maka dapat dibangun perencanaan
sebagai berikut:

1) Meningkatkan Investasi dan Perdagangan Luar Negeri.
Dalam pengembangan potensi sumber daya untuk mampu
meningkatkan ekonomi wilayah Papua pada hakikatnya

membutuhkan sumber daya finansial yang tidak sedikit.

35 BPS. 2021. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2021. No. 12/02/94/Th. XV,
7 Februari 2022.
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Untuk itu perlu perencanaan terukur salah satunya melalui
peningkatan investasi khususnya dalam konteks ini
diperuntukkan dukungan luar negeri. Dengan adanya aliran
investasi diharapkan Papua dapat lebih mampu
meningkatkan potensi yang ada sehingga akan berdampak
pada kemajuan daerah.

2) Membangun industri dan pariwisata berbasis kearifan lokal.
Dalam peningkatan ekonomi Papua dilakukan melalui
mengembangkan industri dan pariwisata yang ada di
wilayah tersebut dimana hal ini dilaksanakan dengan
didasarkan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan atau sumber
daya melimpah maka sudah seharusnya pembangunan

Papua ditekankan pada mengoptimalkan potensi yang ada

dalam upaya' m judkan cita-cita nasional. Salah satu

program “Memb n [Ekosistem Desa Wisata Bersama

Komunitas®™, Langkah jersebut perlu dilakukan sebagai

bagian dalam ajukan wilayah Papua khususnya

pariwisata berkearifan lokal.

3) Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan
masyarakat. Pada dasarnya hampir seluruh wilayah
Indonesia termasuyk Papua-memiliki potensi pertanian yang

dapat dikgn"éae]\g%a{\rqﬁ/lkéﬁena sebagRan besar wilayah

TANM%ikan sebagai daerMAs'hltg \Qg\at in"wilayah

Papua cenderung identik dengan daeral~pertambangan.

i
L.

Untuk itu perencanaan pembangunan kedepan perlu untuk
memaksimalkan potensi sumber daya yang ada melalui
pengembangan ketahanan pangan sehingga masyarakat
dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri serta
mampu berkembang agar mampu berkontribusi pada
pemenuhan atas daerah-daerah lainnya. Dengan demikian
hal ini dapat berdampak pada terwujudnya kesejahteraan
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masyarakat Papua yang lebih baik. Upaya hilirisasi pangan
merupakan salah satu program yang dapat dilakukan
dalam mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan
taraf hidup masyarakat Papua. Upaya ini dilakukan dengan
meningkatkan pemanfaatan teknologi atas sumber daya
yang ada dan memberdayakan SDM lokal dengan
menstimulun dan memfasilitasi agar mampu meningkatkan
produktivitas hasil pangan.

Membangun ketahanan energi yang merata di tanah
Papua. Salah satu ciri dari pembangunan nasional dapat
diketahui dari ketahanan energi yang terbangun. Saat ini
Papua belum dimaksimalkan sumber daya yang ada dalam
peningkatan ketahanan energi padahal sebagai wilayah

yang strategis, Papua dapat menjadi alternatif khususnya

untuk pengembangan ‘energi terbarukan. Hal ini cukup

beralasan karena krisis energi yang sedang terjadi
hendaknya | menj peluang bagi Indonesia khususnya
wilayah Papua am /membangun ketahanan energi
seperti green e y atau energi hijau terkait dengan
tenaga surya, angin, air, dan geothermal. Dengan
terbangunnya ketahanan energi diharapkan mampu
menjadi pendol&o&gMdalam mencapai tujuan nasional.

Hntuk-itu fgru memba’r‘w/’gﬁﬁ energi-baru terharukan (EBT)

TANMMaI tersebut sejalan M@%%ﬁ)\ulﬁan permerintah

o)

pusat dalam mewujudkan ketahanan energi-nasional.

Komitmen terhadap lingkungan hidup. Kerusakan lahan
yang terjadi di Papua akibat eksploitasi berlebih berakibat
pada kerusakan lingkungan. Data menunjukkan
penyebaran lahan kritis yang terjadi di wilayah Papua
secara tidak langsung berdampak pada tatanan kehidupan
masyarakatnya. Untuk itu maka diperlukan pengelolaan
alam berbasis kelestarian lingkungan dimana
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pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan

AMDAL yang telah diatur Undang-undang yang berlaku.

Gambar 3.3: Luas dan Penyebaran Lahan Kritis
di Papua

2,000,000

1,500,000
1,000,000
S00,000 . .
_ | — |

Kritis Sangat Jumilah Kritis Sangat JJumilah Kritis Sangat Jumilah
Kritis Kritis Kritis
Tingkat Kekritisan Tingkat Kekritisan Tingkat Kekritisan
Lahan Lahan Lahan

Tahun 2006 Tahun 2011 Tahun 2013

Luas dan Penyebaran Lahan Kiritis Tahun 2006, Tahun 2011
dan Tahun 2013

Sumber: KLHK, 2017

Melihattkon luas dan penyebaran lahan kritis di

Papua yang demikian, maka perlu dibangun perencanaan
dalam menjaga lestarian lingkungan hidup melalui:
pencegahan Ker ap’lingkungan agar memiliki dampak
panjang untuk generasi dimasa depan, pemulihan atas
kerusakan lingkungan yang tercemar sehingga diharapkan
mampu dimanfaatkan kembali, penguatan kelembagaan

atas pelar@qqrMR/MMtﬂJadl khususnya terkait dengan

TANWAQNJ??kan lingkungan’ hlwl%ﬂlgﬁvm memberikan

edukasi~ secara masif dan komprehen3|f kepada
masyarakat serta pihak-pihak lain  yang ingin
memanfaatkan kekayaan alam di Papua dan membangun
sistem pengawasan terpadu dalam upaya menjaga

lingkungan alam Papua.

Tahap 11l 2035-2039, pada tahap ini terkait dengan pemerataan
pembangunan khususnya bagi masyarakat Papua. Saat ini

pembangunan di Papua terus dilakukan sebagai upaya
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mempercepat terwujudnya tercapainya tujuan melalui berbagai
langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur dengan
harapan mampu memberikan dampak positif terhadap
peningkatan pendapatan daerah. Namun demikian harus diakui
bahwa antara ketimpangan masih sangat terlihat sebagai
contoh beras 10 kg di kawasan Korowai mencapai Rp. 2 juta.3®
Jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Jawa tentu harga
tersebut sangat mahal sehingga dengan demikian maka upaya-
upaya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan menjadi
hal penting yang perlu dilakukan pada rentan waktu tahap IlI
perencanaan pembangunan Papua. Pemerataan pembangunan
masyarakat Papua merupakan hal yang dapat dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengentasan  kemiskinan secara terstruktur dan

berkelanjutafitt A la Imengacu pada hasil analisa yang

dilakukan |Pem ah Provinsi Papua tahun 2020
menunjukkan ba kemiskinan di Papua masih terjadi
seperti hal iny'b mpak pada kesenjangan masyarakat
antara desa dan-kota. Untuk itu langkah terukur seperti
Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bantuan
Pendidikan—dan lﬁn sebagainya perlu dimassifkan agar
memitiKi D(}"\mp sfgategls datam mendukung

TANMN&unan daerah. BQ%IM% cf\ngan kondisi

kemiskinan di Papua dapat tergambar dibawaf-ini:

Tabel 3.3: Indikator-Indikator Kemiskinan Di Provinsi
Papua Maret 2015 — Maret 2019

36

https://regional.kompas.com/read/2020/07/04/19210081/potret-ketimpangan-

pembangunan-di-papua-beras-10-kg-seharga-rp-2-juta?page=all, diakses 19 April 2022
pukul 21.21 WIB.
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2018 Maret 499.463 6.73 2.28 27.74
September 518.811 5.91 1.82 27.43
2019 Maret 540.099 7.17 2.60 27.53

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019

Gambar 3 iskinan Menurut Wilayah Di

Provinsi 015 — Maret 2019 (dalam %)

40 36,66 397,34 362 36,56 36,63 36,65 36,84
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L —-—0 & ) — A — — _‘,‘—(—_'_d___‘)-—d D
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Maret Sept Maret Sept Maret  Sept : Maret
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e=file= Kota e=O==Desa ==O==Kotat+Desa

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019

Berdasarkan hal di atas maka perencanaan yang
dapat dilakukan meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan bagi masyarakat Papua, mempermudah
kepemilikan aset dalam mendukung kemajuan ekonomi,
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mengembangkan potensi usaha kreatif dan prospektif
dalam upaya peningkatan pendapatan, membuat kebijakan
yang mendukung pemerataan dan pengentasan
kemiskinan serta melibatkan masyarakat secara aktif
dalam memajukan daerah Papua. Dengan upaya-upaya
tersebut diharapkan pada tahun 2045 tingkat kemiskinan
semakin menurun dan pemerataan pendapatan akan

terwujud.

Gambar 3.5: Proyeksi Tingkat Kemiskinan

2015

. Sangat Miskin (0,8 G/ kin Rentan Miskin (1,2 GK)

Sumber: Bappenas, 2019

2y Pemerath® FEARMMA hayah Papua.Saat ini dimasa
TANMANiﬂahan Presiden JoMAN/GﬁyAkonsen untuk
melakukan pembangunan khususnya =wilayah— Timur
Indonesia. Langkah strategis ini untuk menekan
ketimpangan yang selama ini terjadi antara Jawa dan Luar
Jawa. Mengacu pada ringkasan Bappenas, 2019
dijelaskan arah pengembangan daerah terutama Papua
difokuskan pada "Basis Pangan Nasional & Sektor

Ekonomi Berbasis SDA"3” Hal ini didasarkan karena

37 Ibid.
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wilayah Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia
yang sangat potensial atas kekayaan alam yang ada di
dalamnya sehingga perlu dioptimalkan dengan sebaik-
baiknya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan
membangun food estate dengan berbasis pada kelestarian
lingkungan seperti beberapa wilayah lain di Indonesia.
Langkah ini perlu dilakukan tidak hanya agar Papua dapat
berdikari atas pangannya (kemandirian pangan), tetapi
juga turut berkontribusi dalam memenuhi pangan nasional
sehingga pada akhirnya mampu mempercepat tercapainya
pembangunan.

Meningkatkan Pembangunan dan Pemerataan
Infrastruktur. Pembangunan pada dasarnya memerlukan
dukungan infrastrukiur ~yang memadai agar mampu

mendukung/tercapainya tujuan yang diharapkan. Dalam

konteks ini perencanaan pembangunan Papua kedepan

diarahkan agar mampumeningkatkan konektivitas fisik dan
virtual  sehingg mampu  mendukung  percepatan
tercapainya tuju mendukung pembangunan kota dan
desa secara merata sehingga dapat meminimalisir
ketimpangan. Hal ini juga merupakan bagian dari
mendorong-pemerataan pembangunan antar wilayah serta
membang& \'é‘alr}yﬁwg%ésystem terhadap-bencana alam
Eﬁg%ngkin terjadi karena M%Er}égiketahui Papua
merupakan salah satu wilayah yang Tfentanterhadap
bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan
membangun sarana prasarana pendukung dalam
mendeteksi bencana dimana alat tersebut dipasang pada
tempat-tempat strategis dan rawan akan bencana agar
mampu mengantisipasi bencana yang mungkin saja terjadi.

Penggunaan alat atau sensor tersebut juga perlu didukung
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dengan kesiapan atas kemampuan SDM yang memadai

agar lebih optimal.

d. Tahap IV 2040-2045, terkait dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih untuk terwujudnya ketahanan
nasional. Pemerintahan ada sebagai upaya untuk mewujudkan
cita-cita nasional. Untuk itu keberadaannya perlu dikelola
dengan sebaik-baiknya melalui mekanisme terukur yang
didukung rancangan yang jelas. Berdasarkan laporan APBN
terlihat bahwa laporan keuangan Papua 38,5% kabupaten/kota
berstatus wajib dengan pengecualian.®® Lebih lanjut dalam hal
monitoring Center for Prevention KPK, Papua memiliki skor 34%
atau terendah kedua di Indonesia. Mengacu pada kondisi
tersebut, maka perlu adanya beberapa upaya terukur yang

fokus pada pengelolaan | pemerintahan agar berdampak pada

kualitas hidup | mas kat Papua secara luas. Hal ini
sebagaimana dijelask
1)  Meningkatkan k

satu yang perluy

ebagai berikut:

tas /demokrasi dalam negeri. Salah

pahami dalam kehidupan demokrasi
yaitu menjalankan amanat rakyat sebagaimana diatur di
dalam konstitusi. Untuk itu kualitas demokrasi akan dapat
terwujud _jika dilgksanakan dengan menjunjung tingggi
kepentinggﬂa%y%tngzgw ‘Q:)ukan" kepentingan partai atau

TAN'RIM&)k sehingga dengarM@eN%gznV&an terbangun
tatanan kehidupan demokrasi yang lebif—sehat dan
berkeadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun
pendidikan politik pada lembaga-lembaga pendidikan baik
formal, non formal maupun informal sehingga kualitas
demokrasi di wilayah Papua semakin baik, tentu hal
tersebut perlu menyesuaikan dengan kondisi adat dan

budaya masyarakat sekitar.

38 https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/600fd974ea589/potret-kelemahan-tata-
kelola-pemerintahan-papua-dan-papua-barat, diakses 18 April 2022 pukul 22.22 WIB.
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Penerapan reformasi birokrasi dan kelembangan yang
kuat. Persoalan birokrasi yang berbelit atau prosedural
nampak harus segera diakhiri dengan membangun
penguatan kelembagaan dimana hal ini untuk
mewujudkan atau mencapai kepentingan publik. Untuk itu
perencanaan pembangunan khususnya wilayah Papua
tahun 2045 didorong agar lebih memperkuat kelembagaan
yang adaptif serta responsif; tata kelola inklusif dan
berbasis teknologi sebagai bentuk penyesuaian dan
transparansi; dan ASN yang mampu berfikir kreatif,
inovatif, berpikir kritis dan global, beretos tinggi serta
mampu serta proaktif di dalam memberikan pelayanan
kepada publik. Langkah-langkah ini diharapkan mampu
mendukung terwujudnya pembangunan Papua.

PenerapanZbiro I lyang dimaksud dapat dilakukan

dengan mem un |sistem satu pintu dalam
pemerintahan’d nmemanfaatkan teknologi yang ada
sehingga -~ ‘ma mendukung  terwujudnya good
governarnce. ara  bertahap, seiring dengan
perkembangan teknologi dan peningkatan kualitas, pola
bikrokrasi di Papua juga perlu disiapkan untuk sistem e-
government.

Penegakaw }:l\ukum dan ﬁgmermtahan daerah yang bersih
HﬁN%rupy PembangunMANﬁlm &arahkan bagi
terwujudnya masyarakat berbudaya “hukumi melalui
penegakan hukum yang berkualitas dan berlandaskan
HAM, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta
penguatan sistem hukum nasional melalui penataan
regulasi. Pada tahun 2045, hukum warisan kolonial sudah
digantikan seluruhnya oleh hukum nasional. Pencegahan
dan pemberantasan korupsi diarahkan bagi terwujudnya
masyarakat anti korupsi khususnya di pemerintahan
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daerah Papua melalui perbaikan sistem di semua lini
layanan publik; penguatan integritas masyarakat, penegak
hukum, penyelenggara negara; serta penguatan sistem
pencegahan korupsi. Hal ini tentu perlu diwujudkan
dengan political will pemimpin daerah dalam mewujudkan
pemerintahan daerah yang bersih. Untuk itu pemerintah
perlu menempatkan SDM yang memiliki kualifikasi yang
sesuai sehingga clean governance dapat terwujud. Hal ini
diperlukan dalam mendukung bangunan sistem yang ada
agar dapat sejalan dengan tujuan yang diharapkan.

4) Meningkatkan pertahanan-keamanan wilayah Papua agar
menjadi daerah yang mampu memberikan rasa aman dan
nyaman bagi masyarakatnya. Dinamika ancaman yang
semakin berkembang menjadi salah satu hal mendasar
dibangunnya pertahanan dan keamanan khususnya di

Papua. TNI-Pol eserta pihak-pihak lainnya dituntut

untuk mampu ujudkan ketentraman bagi seluruh
masyatrakat. Ka hal'tersebut sangat berdampak pada
upaya-upaya Hamnaya  dalam  mewujudkan  tujuan

pembangunan daerah Papua. Untuk itu diperlukan
pendekatan multidimensional dengan tidak hanya
berkaitan dengan_pengounaan senjata namun juga perlu
menerapkgﬁHpendeka aﬁq sostal-budaya agar persoalan
TAN%@N@jadi di Papua dapat MQan\éapﬁi depgan baik.
Sebagai contoh TNI-Polri perlu untuk—meminimalisir
menggunakan penggunaan senjata ketika melakukan
pengamanan dan mulai membuka atau membangun
ruang dialog secara berkala melalui forum membangun
pertahanan-keamanan wilayah dengan masyarakat Papua
dimana hal tersebut merupakan wujud mendukung

pencapaian pembangunan daerah.
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Berdasarkan hal-hal di atas dapat dipahami bahwa salah satu tujuan
yang dicapai dalam perencanaan pembangunan yaitu terwujudnya
ketahanan nasional, dimana sebagaimana diketahui ketahanan nasional
memiliki berbagai aspek terkait yang perlu dipahami secara baik. Adapun
aspek-aspek yang dimaksud yaitu geografi, demografi, SKA, ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Dalam kaitannya tersebut
maka perencanaan pembangunan pada konteks ini mengacu pada gatra
yang ada pada ketahanan nasional. Hal ini perlu dipahami karena pada
dasarnya ketahanan nasional terkait dengan berbagai aspek kehidupan
yang ada dalam bernegara sehingga perlu dipahami dengan sebaik-
baiknya agar perencanaan pembangunan yang dirancang mampu
dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan dengan pola
pembangunan infrastrukur berbarengan dengan pembangunan kualitas

manusianya.
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PENUTUP

16. Simpulan

Perencanaan pembangunan pada hakikatnya merupakan sesuatu
yang perlu dirancang dengan sebaik-baiknya karena berdampak pada
tercapainya tujuan nasional. Adapun perencanaan pembangunan
khususnya wilayah Papua yang ada saat ini dinilai belum mampu
membawa ketertinggalan daerah tersebut dari daerah lainnya. Hal ini
disebabkan karena belum terbangunnya sinergi yang baik antara
pemerintah daerah, pusat dan pihak-pihak terkait lainnya. Kondisi ini tentu
sangat mengganggu dalam upaya mencapai pembangunan daerah Papua
karena sebagaimana diketahui upaya pembangunan memerlukan

keterlibatan berbagai pihak sehingga memerlukan jalinan hubungan yang

baik. Kemudian persoalan’lain terkait dengan pembangunan yang

dibuat kurang terencana den haik, seperti pada kenyataannya
banyaknya proyek vyang| tida erjalan dan bahkan kurang dapat
dimanfaatkan sehingga tujuan pembangunan daerah Papua belum
tercapai. Disisi lain, kondisi SD wilayah Papua yang cukup tertinggal
dibanding daerah lainnya membuat masyarakat Papua memiliki daya
saing untuk mendapatkan pekerjaan di tanahnya sendiri cenderung lebih
rendah ketimbang masyarakal yang datang dari daerah lain. Selain
adanya perbedaan buday@ ‘é‘gﬁrﬁﬁ%ﬁ signifikan;hal ini juga menjadi
satah satJékNoH@%@kan kehadiran dan pM&nRa\r{%l Papua.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami® bahwa
perencanaan pembangunan Papua yang dilaksanakan masih menghadapi
berbagai tantangan dan hambatan sehingga perlu pemahaman yang
komprehensif agar penyusunan rencana pembangunan mampu
dilaksanakan secara optimal. Terkait hal tersebut terdapat tiga pokok
pembahasan perencanaan pembangunan di wilayah Papua dalam taskap

ini yang disimpulkan sebagai berikut:
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a. Terkait perencanaan pembangunan di Papua, maka perlu
untuk: (1) Optimalisasi Perencanaan Pembangunan SDM
khususnya pada OAP (2) Optimalisasi Perencanaan
Pembangunan pada Pertumbuhan dan Potensi Unggulan
Sumber Daya Alam (SDA) (3) Optimalisasi Perencanaan
Pembangunan Lingkungan Kewilayahan dan Penataan
Ruang.

b. Terkait sinergi antar-pemangku  kepentingan dalam
perencanaan pembangunan di Papua, maka perlu untuk
menciptakan sinergitas, baik dalam tingkat masyarakat
dengan pemerintah daerah, maupun pimpinan-pimpinan
daerah daerah Papua dengan Pemerintah Pusat. Untuk itu
sinergi atas pihak-pihak terkait menjadi salah satu hal
penting yang perlu diperkuat agar mampu menjalankan

tugas dan tanggun abnya secara optimal.

C. Terkait Perencana embangunan yang holistik di Papua

guna meningkatka tahanan Nasional, maka tidak hanya
perlu dilakukan laluf pengoptimalan  perencanaan
pembangunan dalam’jangka pendek dan menengah, namun
perlu juga untuk dirumuskan dalam beberapa tahap/periode
(pembangunan jangka panjang) yang dilakukan secara

berkelanjutan-

DHARMMA
160 RekomiHANA MANGRVA

Berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis—dengan teori,
tinjauan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan faktor-faktor yang
mempengaruhi, maka penulis merekomendasikan beberapa kebijakan
dan upaya yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak khususnya di dalam
mengoptimalkan perencanaan pembangunan Papua guna meningkatkan

ketahanan nasional, berikut rekomendasinya:



59

Terkait perencanaan pembangunan di Papua:

1) Presiden perlu mengambil langkah strategis dengan
menjadi kontrol utama atas pembangunan di Papua
sehingga pembangunan wilayah Indonesia Timur
tersebut mampu dilaksanakan secara optimal.

2) Pemerintah Daerah Papua perlu melakukan
pengkajian dengan melibatkan K/L terkait dalam
perencanaan pembangunan dengan mengacu pada
kebijakan pusat. Hal ini dibutuhkan agar perencanaan
yang dibuat memiliki dampak positif terhadap
kemajuan Papua.

3) Pemerintah Pusat perlu menyusun perencanaan
pembangunan yang difokuskan pada pembangunan
SDM yang berlandaskan Pemerataan, Keadilan, dan

Pembangun

ewilayahan khususnya bagi OAP.
Terkait  sinergi arzpemangku  kepentingan dalam
perencanaanipembangunan di Papua
1) Pemerintah at perlu pro-aktif untuk melakukan
koordinasi gan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah atau Forkopimda Papua untuk mendengarkan
aspirasi masyarakat Papua terutama OAP.
2) Bappenas bekerjasama dengan KPK dalam konteks
i d%&%ﬁﬂ%&ntuk melakukan. pengawasan
TANHANePc‘ara terpadu dan MAN(%égAagar mampu
meminimalisir terjadinya penyalahgunaan
kewenangan atas anggaran yang ada dalam upaya
pembangunan wilayah Papua.
3) Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) perlu menjalin koordinasi dalam upaya

mempercepat pembangunan wilayah Papua.
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C. Terkait Perencanaan pembangunan yang holistik di Papua
guna meningkatkan Ketahanan Nasional
1) Bappenas, Pemerintah Daerah Papua, dan pihak-
pihak terkait lainnya perlu membuat roadmap yang
jelas perihal pembangunan wilayah Papua dimana hal
tersebut dapat dijabarkan secara detail atas target-
target yang hendak dicapai pada rentan waktu
tertentu  sehingga dapat membantu  dalam
implementasi perencanaan.
2) Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Kominfo perlu
membangun kerjasama dalam meningkatkan SDM
yang ada di Papua. Hal ini tentu melalui jalinan

kerjasama dengan Pemerintah Daerah Papua agar

dapat /Zdila n ' pemetaan secara menyeluruh
sehingga 'p canaan yang dibangun lebih terukur

pencapaian
3) Pihak-pihak

seperti masyarakat Papua serta swasta dalam

n pemerintah juga perlu dilibatkan

menyusun perencanaan pembangunan. Langkah ini

dibutuhkan sebagai bentuk mengimplementasikan

nilai-nitai“demokrasi-sehingga secara tidak langsung
QRARMY A K

akan “eibangun—+asa' memiliki-untuk—~bersama-sama

TAN HAM@Pnbangun Papua. MANGRVA

Jakarta, Agustus 2022

Penulis

Eko Hariyanto
Kolonel Inf/No. Peserta 025
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LAMPIRAN 1

DATA DAN
FAKTA

ALUR PIKIR

LANDASAN
KONSTITUSI

Vv

Kondisi
perencanaan
pembangunan
Papua saat ini

>

IDENTIFIKASI
DAN PEMETAAN
PERSOALAN

POKOK-POKOK PERSOALAN

. Perencanaan pembangunan

belum dijalankan secara optimal

. Belumterbangunnya sinergi

yang baik dalam perencanaan
pembangunandiPapua

. Pembangunan hanya diartikan

pada lingkup fisik atau
infrastruktur

. Wilayah Papuamasih rawan

konlik bersenjata, dimana
terdapat beberapa gerakan

separatis

TEORI!

KEBIJAKAN
PEMERINTAH

UPAYA-UPAYA PEMECAHAN
PERSOALAN

a. Membangun roadmap yang
komprehensif dalam peren.canaan
pembangunan jangka pendek,
menengah dan panjang untuk
mengoptimalkan pembangunan

b. Perlu membangun dan memperkuat
koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan setiap program serta
komitmen politik yang kuat dari
pimpinan pemerintahan daerah
provinsimaupun kabupaten/kota
untuk menciptakan sinergi di antara
pemangku kepentingan.

c. Berfokus pada peningkatan kualtas
SDM yang ada di Papua termasuk
dengan memberdayakan SDM yang
ada dalam perencanaan
pembangunan daerah Papua.

d. Memanajemen konflik dan potensi
konflik di wilayah Papua dengan
mengedepankan pendekatan
persuasif, sepertikomunikasi sosial

ketimb ifiter.

TERWUJUDNYA
KETAHANAN
NASIONAL

>

PEMBANGUNAN
PAPUA

TERLAKSANA

DENGAN BAIK

Kolonel Inf NRP 11940020911271

Jakarta,

Agustus 2022

Penulis

Eko Hariyanto, S.Sos






LAMPIRAN 2: KELENGKAPAN DATA

Gambar 1: Pertumbuhan Ekonomi Papua Triwulan 1V-2021
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Gambar 2: Indeks Pembangunan Manusia Papua Naik Tipis Jadi 60,62 pada 2021
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Sumber: BPS (2021)

Gambar 3: Grand Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023
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Gambar 5: Proyeksi Pendapatan Per kapita

PROYEKSI PENDAPATAN PER KAPITA
(Harga Konstan 2019 USD, Atlas Method)
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Sumber: Paparan Kemendagri (2022)

Gambar 6: Fokus Percepatan Pembangunan, Dana Otsus Papua Meningkat
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Tabel 7: IPM di Provinsi Papua 2010-2021

Komponen 207 2013 2016 2017

(1) (2 @B @ B @ @ % @0 (11 (12

Umur Harapan
Hidup saat Lahir  Tahun 64,31 6446 6460 6476 6484 6509 6512 6514 6536 635,65
(UHH)

Harapan Lama

Sekolah (HLS) Tahun 857 892 %11 958 994 995 1023 1054 1083 11,05

Rata-rata Lama
Sekecich [R1%) Tshun 559 560 573 574 576 599 615 6327 652 665
Pengeluaran
perKapitayane o666 6251 6303 6349 6394 6416 6469 6.637 6996 7.159 7.336
disesuaikan
(PPP)

IPM 5445 5501 5555 5625 5675 57,25 5805 59,09 60,06 60,84

(Sumber: BPS, 2022)

Tabel 8: IPM di Provinsi Papua Barat 2010-2021

Komponen Satuan 2011

1) (2 (3) (4) 15) (&) @ (8) (9 (10) (11) (12)
Umur Tahun 6459 64,75 6488 6505 6514 6519 6530 6532 6555 6590
Harapan
Hidup saat
Lahir (UHH)

Harapan Tahun 11,10 11,21 1145 11,67 1187 1206 1226 1247 1253 1272
Lama
Sekolah
(HLS)

Rata-rata Tahun 677 682 687 691 6% 701 706 715 727 744
Lama
Sekolah
(RLS)

Pengeluaran Rp 6.676 6708 6732 6896 6943 7063 7175 7493 7816 8125
per Kapita 000

Yang

disesuaikan

(PPP)

IPM 59,60 59,90 6030 6091 6128 6173 6221 6299 6374 6470

(Sumber: BPS, 2022)

(13)

63,79

11,08

6,69

6.954

60,44

(13)
66,02

1291

7.60

8.086
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ALUR PIKIR

OPTIMALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPUA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN

DATA DAN
FAKTA

7

Kondisi
perencanaan
pembangunan
Papua saat ini

P

IDENTIFIKASI
DAN PEMETAAN
PERSOALAN

konlik bersenjata, dimana
terdapat beberapa gerakan
separatis

LINGSTRA

ASTAGARTA

untuk menciptakan sinergi di antara
pemangku kepentingan.

Berfokus pada peningkatan kualitas
SDM yang ada di Papua termasuk
dengan memberdayakan SDM yang
ada dalam perencanaan
pembangunan daerah Papua.
Memanajemen konflik dan potensi
konflik di wilayah Papua dengan
mengedepankan pendekatan
persuasif, seperti komunikasi sosial
ketimbang militer.

NASIONAL
LANDASAN
KONSTITUSI UPAYA-UPAYA PEMECAHAN TERWUJUDNYA
PERSOALAN KETAHANAN
TEORI KEBIJAKAN
POKOK-POKOK PERSOALAN PEMERINTAH NASIONAL
Membangun roadmap yang
1. Perencanaan pembangunan komprehensif d_alam peren.canaan
.. . pembangunan jangka pendek,
belum dijalankan secara optimal .
| b . . menengah dan panjang untuk
2. Belum t(?r angunnya sinergi ANALISIS mengoptimalkan pembangunan
yang baik dalam perencanaan UNTUK Perlu membangun dan memperkuat
pembangunan di Papua PEMECAHAN E> koordinasi dan sinkronisasi PEMBANGUNAN
3. Pembangunan hanya diartikan MASALAH pelaksanaan setiap program serta PAPUA
pada lingkup fisik atau komitmen politik yang kuat dari TERLAKSANA
infrastruktur pimpinan pemerintahan daerah DENGAN BAIK
4. Wilayah Papua masih rawan provinsi maupun kabupaten/kota
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